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pengendalian pembangunan untuk mengawal pencapaian sasaran pembangunan jangka
menengah. Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2023 terdiri dari (1) memperkuat ketahanan
ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) mengembangkan wilayah
untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya
manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
(5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan
dasar; (6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan
iklim; serta (7) memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Empat puluh lima Proyek Prioritas Strategis/Major Project (MP) yang memiliki daya ungkit
tinggi dalam mendukung pencapaian sasaran PN pada RKP Tahun 2022 tetap dilanjutkan
dan dipertajam pada RKP Tahun 2023. Penajaman MP dilakukan dengan mekanisme Clearing
House, yang bertujuan untuk menjamin tercapainya output MP dan memastikan hasilnya
bermanfaat bagi masyarakat pada akhir periode RPJMN Tahun 2020-2024.

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai
sasaran pembangunan nasional, pada RKP Tahun 2023 dilakukan upaya penguatan integrasi
berbagai sumber daya pembangunan, termasuk dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan
Swasta. Hal ini dilakukan agar kontribusi sumber daya dari BUMN dan Swasta dapat
teridentifikasi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

1.2 Tujuan

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam
perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan baik oleh pemerintah pusat
maupun daerah, serta untuk menjaga kesinambungan kebijakan RPJMN Tahun 2020-2024.
Bagi pemerintah pusat, RKP merupakan acuan K/L dalam menyusun Rencana Kerja (Renja)
K/L serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L, yang selanjutnya dituangkan dalam
Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Bagi pemerintah daerah,
RKP digunakan sebagai acuan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),
yang kemudian dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah. Sementara itu, RKP juga dapat menjadi acuan bagi badan usaha
(BUMN/Swasta) dan Non-State Actor (NSA) untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam
mendukung pencapaian prioritas nasional.

1.3 Sistematika

Dokumen RKP Tahun 2023 yang disusun melalui proses teknokratik, politik, partisipatif,
atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up), terdiri dari enam bab dengan
sistematika sebagaimana ilustrasi di bawah ini.
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Berikut penjelasan ringkas kinerja efektivitas pencapaian sasaran setiap PN, yang memuat
capaian masing-masing indikator.

Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang
Berkualitas dan Berkeadilan pada triwulan IV-2021 menunjukkan kinerja efektivitas
pencapaian sasaran dengan kategori cukup. Dari 14 indikator sasaran PN 1, sebanyak tujuh
indikator telah tercapai, dengan realisasi indikator penjaminan akurasi pendataan stok
sumberdaya ikan dan pemanfaatan sebanyak 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP); nilai
devisa pariwisata sebesar 0,55 miliar US$; kontribusi produk domestik bruto (PDB)
pariwisata sebesar 4,2 persen; penyediaan lapangan kerja per tahun sebesar 2,60 juta orang;
pertumbuhan ekspor industri pengolahan sebesar 35,11 persen; pertumbuhan ekspor riil
barang dan jasa sebesar 24,0 persen; dan rasio perpajakan terhadap PDB sebesar 9,1 persen.
Sementara itu, tujuh indikator lainnya belum tercapai, dengan realisasi porsi energi baru dan
terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional sebesar 11,70 persen; skor pola pangan
harapan sebesar 87,20; rasio kewirausahaan nasional sebesar 2,89 persen; pertumbuhan
PDB pertanian sebesar 1,84 persen; pertumbuhan PDB industri pengolahan sebesar 3,39
persen; kontribusi PDB industri pengolahan sebesar 19,25 persen; dan pertumbuhan
investasi (PMTB) sebesar 3,8 persen.

Prioritas Nasional 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan
Menjamin Pemerataan pada triwulan IV-2021 menunjukkan kinerja efektivitas pencapaian
sasaran dengan kategori baik. Dari enam indikator sasaran PN 2, sebanyak satu indikator
telah tercapai, dengan realisasi laju pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB)
Kawasan Timur Indonesia (KTI) sebesar 4,86 persen. Sementara itu, lima indikator lainnya
belum tercapai, namun sebagian besar kinerjanya sudah di atas 90 persen. Realisasi kelima
indikator tersebut adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) KTI sebesar 60,62-76,88;
persentase penduduk miskin KTI sebesar 11,62 persen; IPM Kawasan Barat Indonesia (KBI)
sebesar 69,90-81,11; laju pertumbuhan PDRB KBI sebesar 3,43 persen; dan persentase
penduduk miskin KBI sebesar 9,23 persen.

Prioritas Nasional 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
pada triwulan IV-2021 menunjukkan kinerja efektivitas pencapaian sasaran dengan kategori
baik. Dari 24 indikator sasaran PN 3, 13 indikator telah tercapai, dengan realisasi angka
kelahiran total (Total Fertility Rate/ TFR) (per Wanita Usia Subur Usia 15-49 Tahun) sebanyak
2,24 rata-rata anak; persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
sebesar 99,00 persen; proporsi penduduk yang tercakup dalam Program Jaminan Sosial
sebesar 86,96 persen; Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 217 per 100.000 kelahiran hidup;
insidensi tuberkulosis sebesar 252 per 100.000 penduduk; prevalensi obesitas pada
penduduk umur >18 tahun sebesar 21,80 persen; persentase merokok penduduk usia 10-18
tahun sebesar 9,00 persen; rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar
8,97 tahun; Indeks Perlindungan Anak (IPA) sebesar 68,10; persentase rumah tangga miskin
dan rentan yang memiliki aset produktif sebesar 35,83 persen; persentase angkatan kerja
berpendidikan menengah ke atas sebesar 45,69 persen; jumlah Perguruan Tinggi (PT) yang
masuk ke dalam World Class University (PT) Top 300 sebanyak 1 PT; dan jumlah PT yang
masuk ke dalam World Class University (PT) Top 500 sebanyak 2 PT. Sementara itu, tujuh
indikator lainnya belum tercapai, namun sebagian besar kinerjanya sudah di atas 90 persen,
dengan realisasi proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial
pemerintah sebesar 64,31 persen; prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita
sebesar 24,37 persen; harapan lama sekolah sebesar 13,08 tahun; Indeks Pembangunan
Gender (IPG) sebesar 91,27; Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) sebesar 54,00; proporsi
pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi sebesar 40,39 persen; dan
peringkat Global Innovation Index dengan peringkat 87.
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Prioritas Nasional 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan pada triwulan IV-
2021 menunjukkan kinerja efektivitas pencapaian sasaran dengan kategori baik. Dari tujuh
indikator sasaran PN 4, sebanyak empat indikator telah tercapai, dengan realisasi Indeks
Capaian Revolusi Mental sebesar 70,78; Indeks Pembangunan Kebudayaan sebesar 58,21;
Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) sebesar 0,63; dan nilai budaya literasi sebesar
63,03. Sementara itu, tiga indikator lainnya belum tercapai, namun kinerjanya sudah di atas
90 persen, dengan realisasi Indeks Kerukunan Umat Beragama sebesar 72,39; Indeks
Pembangunan Keluarga sebesar 54,01; dan median usia kawin pertama perempuan sebesar
20,71 tahun.

Prioritas Nasional 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan
Ekonomi dan Pelayanan Dasar pada triwulan IV-2021 menunjukkan kinerja efektivitas
pencapaian sasaran dengan kategori baik. Dari sepuluh indikator sasaran PN 5, sebanyak
empat indikator telah tercapai, dengan realisasi penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan
per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010 sebesar 60 persen; persentase
pemenuhan kebutuhan air baku sebesar 33,75 persen (kumulatif); persentase rute pelayaran
yang saling terhubung (loop) sebesar 25 persen; dan jumlah kota metropolitan dengan sistem
angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan sebanyak 6 kota
(berlanjut). Sementara itu, enam indikator lainnya belum tercapai, namun sebagian besar
kinerjanya sudah di atas 90 persen, dengan realisasi rumah tangga yang menempati hunian
layak dan terjangkau sebesar 60,90 persen; persentase luas daerah irigasi premium yang
dimodernisasi sebesar 5,00 persen (kumulatif); waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau
sebesar 2,22 jam/100 km; rasio elektrifikasi sebesar 99,45 persen; rata-rata pemenuhan
kebutuhan (konsumsi) listrik sebesar 1.123 kWh/kapita; dan persentase populasi yang
dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G) sebesar 97,50 persen.

Prioritas Nasional 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana,
dan Perubahan Iklim pada triwulan IV-2021 menunjukkan kinerja efektivitas pencapaian
sasaran dengan kategori cukup. Indikator yang telah tercapai yaitu Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup (IKLH) dengan realisasi sebesar 71,45. Sementara itu, indikator lainnya
yang belum tercapai yaitu penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan
iklim terhadap total PDB sebesar 0,57 persen.

Prioritas Nasional 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan
Publik pada triwulan IV-2021 menunjukkan kinerja efektivitas pencapaian sasaran dengan
kategori baik. Dari delapan indikator sasaran PN 7, sebanyak enam indikator telah tercapai.
Realisasi keenam indikator tersebut adalah Indeks Demokrasi Indonesia sebesar 78,12;
tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten informasi publik terkait kebijakan dan
program prioritas pemerintah sebesar 77,23 persen; Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia
di Dunia Internasional sebesar 112,06; persentase instansi pemerintah dengan Indeks
Reformasi Birokrasi kategori baik ke atas: K/L sebesar 91,76 persen; persentase instansi
pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi kategori baik ke atas: Provinsi sebesar 79,41
persen; dan persentase ancaman terhadap keselamatan segenap bangsa di seluruh wilayah
NKRI yang dapat diatasi sebesar 100 persen. Sementara itu, satu indikator lainnya belum
tercapai yaitu persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi kategori
baik ke atas: Kabupaten/Kota sebesar 25,79 persen.
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2.2 Kerangka Ekonomi Makro

Momentum pemulihan ekonomi Indonesia tahun 2022 menjadi landasan kuat untuk
mendorong akselerasi ekonomi pada tahun 2023. Akselerasi tersebut didorong oleh agenda
transformasi ekonomi Indonesia pascapandemi COVID-19 melalui peningkatan produktivitas
di seluruh sektor ekonomi, penguatan pemulihan sosial, dan transisi menuju ekonomi hijau

untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya akselerasi

pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk mulai mengembalikan dan mengangkat trajectory
pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih baik.

Seiring dengan pemulihan ekonomi yang kuat, Indonesia diprakirakan akan masuk kembali
ke dalam kategori negara berpendapatan menengah ke atas pada tahun 2022. Hal ini sejalan
dengan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-
2025 yang menargetkan perekonomian Indonesia masuk ke dalam kategori Upper-Middle
Income pada tahun 2025. Pemulihan ekonomi yang kuat tersebut didukung oleh
pengendalian COVID-19 yang baik melalui perluasan program vaksinasi, serta stimulus fiskal
bagi masyarakat dan dunia usaha yang terdampak.

Pemulihan ekonomi yang kuat juga sejalan dengan membaiknya indikator dan sistem
kesehatan untuk penanganan pandemi COVID-19. Perkiraan vaksinasi yang telah mencapai
herd immunity pada tahun 2022 mendorong pemerintah mempersiapkan langkah untuk
menuju masa transisi dari kondisi pandemi menjadi endemi. Kondisi tersebut merupakan
fondasi yang baik bagi pemerintah untuk dapat melanjutkan agenda transformasi ekonomi
dalam rangka mengembalikan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-
2024 maupun dalam Visi Indonesia 2045.

Namun, dampak pandemi COVID-19 masih dirasakan khususnya bagi pembangunan sosial.
Kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat mengakibatkan kegiatan belajar dan mengajar
terhambat. Hambatan ini harus segera diperbaiki untuk menghindari dampak jangka
panjang yang dapat menurunkan produktivitas perekonomian. Lebih lanjut, pasar tenaga
kerja Indonesia juga terdampak cukup signifikan oleh pandemi COVID-19 yang membawa
beberapa perubahan. Retooling dan reskilling pekerja sesuai dengan tren perkembangan
pascapandemi perlu dilakukan agar daya saing tenaga kerja Indonesia tetap kompetitif. Di
sisi lain, urgensi penanganan perubahan iklim terus meningkat untuk menciptakan suatu
perubahan dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk mengejar sasaran yang telah ditetapkan dalam jangka menengah-panjang, maka
upaya untuk meningkatkan daya saing di semua sektor lapangan usaha perlu dilakukan.
Bersamaan dengan agenda tersebut, pemulihan sosial juga akan terus diperkuat melalui
peningkatan kualitas SDM dan tenaga kerja, serta transisi menuju pembangunan yang
ramah lingkungan melalui investasi infrastruktur hijau dan pengembangan teknologi. Oleh
karena itu, pemerintah akan menata kembali agenda transformasi ekonomi melalui
peningkatan produktivitas, dan pemulihan ekonomi sosial yang melibatkan peran serta
semua lapisan masyarakat untuk menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui peningkatan produktivitas tersebut, perekonomian pada tahun 2023 diharapkan
akan terakselerasi sehingga memberikan fondasi yang kuat bagi proses transformasi ekonomi
untuk mencapai sasaran jangka menengah-panjang. Upaya transformasi ekonomi tersebut
sangat dibutuhkan, mengingat dampak pandemi COVID-19 yang memberikan tantangan
baru pascapandemi.

2.2.1 Perkembangan Ekonomi Terkini

Pandemi COVID-19 berdampak cukup signifikan baik pada perekonomian dunia maupun
domestik. Oleh karenanya, evaluasi proses pemulihan ekonomi pada tahun 2021, serta
langkah kebijakan yang diambil pada tahun 2022 akan sangat penting dalam perumusan
sasaran makro pembangunan tahun 2023.
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tahun 2021 serta tekanan inflasi yang persisten pada tahun 2022, beberapa bank sentral
negara mulai melakukan normalisasi suku bunga. Peningkatan inflasi dan pemulihan pada
pasar tenaga kerja juga memberikan tekanan pada bank sentral untuk menaikkan suku

bunga.
Tabel 2.2
Kebijakan Suku Bunga Negara Dunia
Negara Februari 2022 Kenaikan Suku Bunga Selama Pandemi
(Persen) COVID-19
Rusia 9,5 9 kali
Korea Selatan 1,75 5 kali
Inggris 1,25 5 kali
Amerika Serikat (AS) 1,75 3 kali
India 4,90 2 kali
Filipina 2,75 1 kali
Malaysia 2,00 1 kali
Indonesia 3,50 Belum Ada Kenaikan
Vietnam 2,50 Belum Ada Kenaikan
Cina 2,00 Belum Ada Kenaikan
European Union 0,00 Belum Ada Kenaikan
Jepang (0,10) Belum Ada Kenaikan

Sumber: CEIC, Juni 2022,

Catatan: Angka dalam kurung “(x,x)” bernilai negatif.
2.2.1.2 Perkembangan Perekonomian Domestik
(1) Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Indonesia pada tahun 2021 terus mengalami pemulihan dan lepas dari
tekanan besar akibat pandemi COVID-19. Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia mampu
tumbuh sebesar 3,7 persen pada tahun 2021. Keberhasilan pengendalian pandemi COVID-
19, partisipasi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi, efektivitas
kebijakan stimulus fiskal-moneter, dan sinergi yang baik antar otoritas dalam menjaga
stabilitas dan percepatan pemulihan ekonomi menjadi faktor utama terjaganya keberlanjutan
pemulihan ekonomi nasional. Sementara itu, PDB per kapita Indonesia juga mengalami
peningkatan sebesar 8,6 persen, menjadi Rp62,2 juta atau setara US$4.349,5 pada tahun
2021. Dengan pencapaian ini, Gross National Income (GNI) Indonesia diprakirakan juga
mengalami kenaikan. Dari sisi laju pemulihan, PDB Indonesia tahun 2021 berhasil
melampaui level prapandemi. Pemulihan di Indonesia relatif lebih baik dibandingkan dengan
beberapa negara lain yang belum mampu kembali ke level sebelum pandemi, seperti Filipina,
Malaysia, Thailand, Meksiko, Jerman, Perancis, dan Italia.
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Dari sisi PDB pengeluaran, berhasilnya pengendalian pandemi COVID-19 mendorong
fenomena terjadinya “pent up demand” pada konsumsi masyarakat yang diikuti dengan
peningkatan aktivitas pada sektor investasi. Secara keseluruhan tahun 2021, konsumsi
rumah tangga mampu tumbuh secara progresif sebesar 2,0 persen. Sementara itu, aktivitas
investasi yang sempat tertahan, juga kembali dapat meningkat yang ditunjukkan oleh
pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 3,8 persen pada 2021.
Keberlanjutan Program Strategis Nasional (PSN), akselerasi pada belanja modal pemerintah,
serta mulai membaiknya kinerja investasi sektor swasta menjadi penopang perbaikan laju
pertumbuhan investasi. Sementara itu, konsumsi pemerintah juga mampu tumbuh
mencapai 4,2 persen secara keseluruhan tahun 2021, sejalan dengan peningkatan realisasi
belanja negara, khususnya terkait akselerasi program vaksinasi, keberlanjutan program
perlindungan sosial, dan pelaksanaan layanan publik pemerintah.

Pada tahun 2021, ekspor barang dan jasa mencatatkan pertumbuhan tertinggi sejak krisis
Asia di tahun 2018, yakni mencapai 24,0 persen. Adapun kontribusi ekspor barang dan jasa
terhadap PDB tahun 2021 sebesar 21,6 persen. Tingginya pertumbuhan ekspor tersebut
didorong oleh pertumbuhan nilai tambah ekspor barang nonmigas yang mencapai 27,5
persen (yoy). Kinerja ekspor barang yang baik tersebut seiring dengan pemulihan dan
peningkatan pertumbuhan ekonomi di negara mitra dagang, serta peningkatan harga
komoditas di tingkat global yang turut mendorong kenaikan volume ekspor komoditas.
Seiring dengan kenaikan ekspor dan peningkatan aktivitas ekonomi domestik, impor barang
dan jasa pun mengalami kenaikan sebesar 23,3 persen, dengan kontribusi sebesar 18,9
persen terhadap PDB.

Dari sisi lapangan usaha, hampir semua sektor mampu tumbuh positif selama tahun 2021.
Industri pengolahan yang memiliki kontribusi terbesar pada PDB, tumbuh 3,4 persen selama
tahun 2021. Hal ini didorong oleh pertumbuhan tinggi beberapa subsektor yang mampu
mencapai dua digit, di antaranya industri alat angkutan, industri mesin dan perlengkapan,
industri logam dasar, dan industri furnitur.

Sektor perdagangan juga mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 4,7 persen
pada tahun 2021. Peningkatan tersebut didorong oleh membaiknya mobilitas masyarakat
sejalan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang relatif mereda. Kebijakan pemberian pajak
penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) untuk pembelian mobil
juga mendorong kinerja perdagangan kendaraan bermotor secara signifikan.

Sektor konstruksi dan real estate tumbuh positif masing-masing sebesar 2,8 persen, didorong
oleh membaiknya kinerja konstruksi gedung, berkurangnya restitusi, dan menurunnya
pembayaran royalti. Selain itu, berlanjutnya pembangunan infrastruktur prioritas dan
peningkatan pengeluaran dari pihak swasta dan pemerintah juga mendorong pertumbuhan
di sektor ini.

Kinerja sektor penunjang pariwisata juga mulai menunjukkan perbaikan secara signifikan,
walaupun masih di bawah level prapandemi. Sektor transportasi dan pergudangan, serta
sektor penyediaan akomodasi makan-minum (akmamin) tumbuh masing-masing sebesar 3,2
dan 3,9 persen secara keseluruhan tahun 2021. Relaksasi pembatasan kegiatan masyarakat
dan aturan perjalanan, serta peningkatan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap
penanganan pandemi mendorong aktivitas pariwisata untuk mulai pulih.

-11.10 -

SK No 113517 A



£
®

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Tabel 2.3
Pertumbuhan PDB Sisi Permintaan Tahun 2021-2022 (Persen, yoy)
20211 2022
Uraian Realisasi Sumber RPJMN2) OQOutlook Sumber
Pertumbuhan Pertumbuhan Pertumbuhan3 Pertumbuhan3)

Pertumbuhan PDB 3,7 3,7 5,4-5,7 5,0-5,5 5,0-5,5
Konsumsi Rumah
Tangga dan LNPRT 2,0 1,1 5,2-5,4 4,8-5,3 2,6-2,9
Konsumsi Pemerintah 4.2 0,3 4,5-4.6 (2,0)-(1,6) (0,2)-(0,1)
Investasi (PMTB) 3,8 1,2 5,86,2 5,4-6,0 1,7-1,9
Ekspor Barang dan 24,0 4,7 3,9-4,2 11,0-11,6 2,6-2,7
Jasa
Impor Barang dan 23,3 (3,4) 4,4-4.6 12,1-12,9 2,3-2,4

Jasa

Sumber: 1) Badan Pusat Statistik (BPS), 2022; 2) RPJMN 2020-2024; dan 3) Prakiraan Kementerian PPN/Bappenas,
2022.

Catatan: Sesuai dengan perkembangan terkini, khususnya ketidakpastian global akibat tensi geopolitik, maka
outlook mengalami revisi ke bawah dari 5,2-5,5 menjadi 5,0-5,5 persen; Angka dalam kurung “(x,x)” bernilai negatif.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 diprakirakan
meningkat pada kisaran 5,0-5,5 persen, sejalan dengan akselerasi konsumsi masyarakat dan
investasi, di tengah tetap terjaganya belanja fiskal pemerintah dan tingginya potensi ekspor.
Optimisme ekonomi tahun 2022 didorong oleh aktivitas ekonomi yang terus meningkat
sejalan dengan percepatan vaksinasi, pembukaan ekonomi yang semakin luas, dan stimulus
kebijakan yang berlanjut. Meski demikian, target pemulihan tersebut masih dihadapkan
pada risiko penyebaran varian baru COVID-19, permanent scar yang dialami oleh dunia
usaha dan sosial, normalisasi kebijakan baik fiskal dan moneter, serta gangguan rantai
pasok, dan krisis energi.

Keberhasilan pengendalian COVID-19 dan kebijakan penanganannya akan menjadi kunci
peningkatan keyakinan masyarakat serta dunia usaha yang kemudian dapat meningkatkan
komponen pertumbuhan. Konsumsi masyarakat diprakirakan meningkat dengan tumbuh
sebesar 4,8-5,3 persen, ditopang oleh terkendalinya penyebaran COVID-19 seiring dengan
tercapainya imunitas massal dan berangsur pulihnya mobilitas masyarakat. Kinerja ekspor
barang dan jasa juga tetap akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dengan masih akan
tingginya permintaan dan harga komoditas global, dengan pertumbuhan sebesar 11,0-11,6
persen. Investasi pada tahun 2022 diprakirakan akan meningkat dan tumbuh sebesar 5,4—
6,0 persen, sebagai kunci peningkatan kapasitas produktif perekonomian. Konsumsi
pemerintah diprakirakan terkontraksi sebesar 2,0-1,6 persen, dipicu oleh mulai
berkurangnya program stimulus dan belanja penanganan pandemi seiring dengan kondisi
pandemi yang mengarah ke endemi.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi akan didukung oleh sejumiah sektor yang
diprakirakan tumbuh kuat, seperti pertambangan, industri pengolahan, perdagangan, dan
pertanian. Industri pengolahan diprakirakan akan menjadi motor penggerak pertumbuhan
yang didukung oleh keberlanjutan pengembangan 7 subsektor prioritas (makanan dan
minuman, tekstil, kimia, otomotif, elektronika, farmasi, dan alat kesehatan), penerapan
industri hijau dan berkelanjutan, serta perluasan penerapan industri 4.0. Kinerja industri
pengolahan diprakirakan meningkat pada tahun 2022 yang didukung oleh peningkatan
permintaan baik dari domestik maupun eksternal.
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Perluasan pembukaan aktivitas ekonomi mendorong sektor transportasi dan pergudangan,
penyediaan akmamin, dan perdagangan tumbuh meningkat. Di sisi lain, sektor konstruksi
terus meningkat sejalan dengan aktivitas konstruksi pemerintah dan swasta, yang didukung
oleh stimulus kebijakan dan meningkatnya pendanaan yang bersumber dari akselerasi
belanja modal pemerintah dan peningkatan kinerja kredit properti. Sementara itu, sektor
pertanian dan pertambangan diprakirakan akan tetap tinggi sejalan dengan permintaan
ekspor terutama dari AS dan Cina dan harga komoditas yang tetap tinggi.

Tabel 2.4
Pertumbuhan PDB Sisi Lapangan Usaha Tahun 2021-2022 (Persen, yoy)

2021y 2022
Uraian Realisasi Sumber RPJMN2) Outlook Sumber
Pertumbuhan Pertumbuhan Pertumbuhan3} Pertumbuhan3)
Pertumbuhan PDB 3,7 3,7 5,4-5,7 5,0-5,5 5,0-5,5
Pertanian,
Kehutanan, dan 1,8 0,2 3,7-3,8 3,6-3,9b) 0,5-0,54
Perikanan
Pertambangan dan
Penggalian 4,0 0,3 1,9-1,9 2,6—-3,5b 0,2-0,3
Industri Pengolahan 3,4 0,7 5,2-5,5 5,3-5,7 1,1-1,2
(P;engadaan Listrik dan 55 0.1 52-5.2 5.3-5,80) 0,1-0,12
as
Pengadaan Air,
Pengelolaan Sampabh, b
Limbah dan Daur 5,0 0,0 4,3-4,4 5,0-5,4b 0,0-0,02
Ulang
Konstruksi 2,8 0,3 5,8-6,1 5,9-6,3 0,6-0,64
Perdagangan Besar
dan Eceran, Reparasi b
Mobil dan Sepeda 4,7 0,6 5,6-6,0 4,7-5,1b 0,6-0,7
Motor
Transportasi dan 3.2 0,1 7.1-7,4 10,8-13,1b 0,4-0,5
Pergudangan
Penyediaan
Akomodasi dan 3,9 0,1 6,1-6,3 6,3-7,0b) 0,2-0,24
Makan Minum .
Informasi dan 6,8 0,4 7,7-8,8 7,3-8,00) 0,5-0,54)
Komunikasi
Jasa Keuangan dan 1,6 0,1 6,4-6,9 3,1-3,6Y 0,1-0,2
Asuransi
Real Estate 2,8 0,1 5,0-5,0 3,8-4,6b) 0,1-0,14
Jasa Perusahaan 0,7 0,0 8,4-8,4 3,8-4,4b) 0,1-0,13a
Admin.istrasi (0,3) (0,0) 4,8-5,1 1,7-2,2b 0,1-0,19)
Pemerintahan,
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Neraca transaksi modal dan finansial juga menunjukkan kinerja positif sepanjang tahun
2021. Kinerja positif tersebut didorong oleh surplus yang meningkat pada investasi langsung
dan investasi portofolio yang masing-masing mencapai US$16,5 miliar dan US$5,3 miliar
yang mana capaian keduanya meningkat dibandingkan dengan tahun 2020. Positifnya
kinerja investasi langsung dan investasi portofolio mencerminkan keyakinan investor
terhadap prospek pemulihan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2021 meskipun masih
dalam kondisi tekanan pandemi COVID-19 terutama varian Delta pada triwulan III tahun
2021. Perkembangan tersebut kemudian mendorong cadangan devisa meningkat mencapai
US$144,9 miliar atau setara dengan pembiayaan 8 (delapan) bulan impor.

Tabel 2.5
Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2021-2022 (US$ Miliar)

Uraian 20211 Outlook 20222
Neraca Pembayaran Secara Keseluruhan 13,5 6,7-7,5
Neraca Transaksi Berjalan 3,3 (4,0)-(6,0)
(% PDB) 0,3 (0,3)-(0,5)
Neraca Perdagangan Barang 43,8 38,2-38,0
Neraca Perdagangan Jasa (14,8) (14,0)-(14,3)
Neraca Pendapatan Primer (32,0) (34,7)-(36,2)
Neraca Pendapatan Sekunder 6,3 6,4-6,6
Neraca Modal dan Finansial 11,7 12,0-14,8
Investasi Langsung 16,5 17,7-19,5
Investasi Portofolio 5,3 6,7-8,3
Investasi Lainnya (10,5) (12,5)-(13,1)
Posisi Cadangan Devisa 144,9 151,6-152,4
- dalam bulan impor 8,0 7,5-7,4

Sumber: 1) Bank Indonesia, 2021; 2) Prakiraan Kementerian PPN /Bappenas, Maret 2022.

Keterangan: Terdapat penyesuaian angka outlook 2022 dari sasaran pada Pemutakhiran RKP
Tahun 2022 setelah rilis PDB 2021.

Catatan: Angka dalam kurung “(x,x)” bernilai negatif.

Pada tahun 2022, NPI diprakirakan akan melanjutkan kinerja positif tahun sebelumnya
terutama didorong dengan semakin terkendalinya pandemi COVID-19 serta semakin
tingginya tingkat vaksinasi baik di tingkat global maupun domestik. Selain itu, harga
komoditas internasional juga masih akan cukup tinggi meskipun akan sedikit mengalami
perlambatan. Lebih lanjut, likuiditas di tingkat global akan cenderung mengalami shock
seiring dengan rencana kenaikan suku bunga (tapering off] The Fed di tengah meningkatnya
inflasi di Amerika Serikat sehingga mendorong aliran investasi keluar dari negara-negara
berkembang. Meskipun demikian, dampak dari tapering off diprakirakan tidak akan terlalu
signifikan dibandingkan pada tahun 2013 yang lalu karena fundamental ekonomi Indonesia
saat ini yang lebih kuat dan resilien.
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Berdasarkan perkiraan perkembangan isu strategis di tingkat global dan domestik, outlook
NPI tahun 2022 akan berkontribusi dalam mendorong momentum pemulihan ekonomi
domestik melalui stabilitas eksternal yang terus menguat. Neraca secara keseluruhan akan
berada pada kisaran US$6,7-7,5 miliar dengan kinerja neraca transaksi berjalan yang
mengalami defisit terbatas sekitar US$4,0-6,0 miliar atau setara dengan 0,3-0,5 persen dari
PDB. Perkembangan neraca barang akan sedikit menurun sebesar US$38,0-38,2 miliar,
seiring dengan fenomena commodity supercycle yang berakhir. Neraca jasa-jasa akan
mengalami perbaikan defisit menjadi US$14,0-14,3 miliar. Sementara neraca pendapatan
primer masih akan menjadi komponen yang menyumbangkan defisit paling tinggi pada
neraca transaksi berjalan mencapai kisaran US$34,7-36,2, sejalan dengan meningkatnya
imbal hasil investasi di tengah meningkatnya investasi langsung dan investasi portofolio.
Adapun neraca pendapatan sekunder akan mengalami peningkatan mencapai sekitar
US$6,4-6,6 miliar.

Selanjutnya, neraca transaksi modal dan finansial akan mengalami akselerasi dengan
prakiraan mencapai sekitar US$12,0-14,8 miliar. Kenaikan tersebut terutama didorong oleh
investasi langsung yang akan mencapai kisaran US$17,7-19,5 miliar sejalan dengan target
investasi langsung yang terus meningkat serta berbagai proyek strategis nasional yang
ditawarkan kepada investor dalam rangka mendorong penguatan integrasi ekonomi domestik
dan daya saing nasional. Lebih lanjut, kondisi pasar keuangan yang kondusif dan terus
berkembang akan mendorong investasi portofolio pada kisaran US$6,7-8,3 miliar. Cadangan
devisa diprakirakan akan terus berkembang mencapai sekitar US$151,6-152,4 miliar atau
setara dengan pembiayaan impor selama 7,4-7,5 bulan.

(4) Keuangan Negara

Seiring dengan mulai pulihnya perekonomian Indonesia dari dampak pandemi COVID-19,
realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tahun 2021 berhasil melampaui
target yang ditetapkan dalam APBN 2021, serta menunjukkan perbaikan Kkinerja
dibandingkan tahun 2020. Pendapatan negara dan hibah di tahun 2021 terealisasi sebesar
Rp2.011,3 triliun atau mencapai 115,4 persen dari target APBN 2021, dan meningkat sebesar
22,1 persen dibanding realisasi tahun 2020. Dari sisi komponen, penerimaan perpajakan
terealisasi sebesar Rp1.547,8 triliun (9,1 persen PDB) atau mencapai 107,2 persen dari target
APBN 2021, tumbuh sebesar 20,4 persen dibandingkan realisasi tahun 2020. Sementara itu,
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp458,5 triliun (2,7 persen PDB)
atau mencapai 153,8 persen dari target APBN 2021 dan tumbuh 33,4 persen dibandingkan
realisasi tahun 2020.

Dari sisi belanja negara, realisasi di tahun 2021 juga menunjukkan perbaikan dibandingkan
tahun 2020. Realisasi belanja negara tahun 2021 mencapai Rp2.786,4 triliun (16,4 persen
PDB) atau 102,4 persen dari pagu APBN, lebih tinggi 7,4 persen dari realisasi belanja negara
di tahun 2020. Berdasarkan komponennya, realisasi belanja pemerintah pusat ialah sebesar
Rp2.000,7 triliun atau 11,8 persen PDB dan realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar
Rp785,7 triliun atau 4,6 persen PDB.

Selanjutnya, berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja negara tersebut, realisasi defisit
APBN tahun 2021 berhasil dijaga di bawah sasaran defisit APBN 2021, dan turun
dibandingkan realisasi tahun 2020. Defisit APBN terealisasi sebesar Rp775,1 triliun, atau 4,6
persen PDB. Sementara itu, realisasi pembiayaan anggaran ialah mencapai sebesar Rp871,7
triliun, utamanya berasal dari pembiayaan utang sebesar Rp870,5 triliun, pembiayaan
investasi sebesar negatif Rp142,5 triliun, dan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp144,0
triliun. Dengan realisasi pembiayaan anggaran tersebut, terdapat kelebihan pembiayaan
pada tahun 2021 sebesar Rp96,7 triliun. Kelebihan pembiayaan tersebut menurun signifikan
dibandingkan realisasi tahun 2020 yang mencapai sebesar Rp245,6 triliun.

Dari sisi anggaran penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN),
pemerintah di tahun 2021 telah menganggarkan sebesar Rp744,8 triliun yang terbagi ke
dalam 5 klaster, yaitu kesehatan sebesar Rp215,0 triliun, perlindungan sosial sebesar
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Rp186,6 triliun, insentif usaha sebesar Rp62,8 triliun, dukungan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM) dan korporasi sebesar Rp162,4 triliun, serta program prioritas sebesar
Rp117,9 triliun. Realisasi program PC-PEN di tahun 2021 ialah mencapai Rp655,1 triliun
atau sebesar 88,0 persen dari pagu. Rincian realisasi tersebut meliputi (a} klaster kesehatan
terealisasi sebesar Rp198,1 triliun (92,2 persen dari pagu); (b) klaster perlindungan sosial
terealisasi sebesar Rpl67,7 triliun (89,9 persen dari pagu); (c) klaster insentif usaha
terealisasi sebesar Rp67,6 triliun (107,6 persen dari pagu); (d) klaster dukungan UMKM dan
korporasi terealisasi sebesar Rp116,2 triliun (71,5 persen dari pagu); dan (e) klaster program
prioritas terealisasi sebesar Rp105,6 triliun (89,5 persen dari pagu).

Pada tahun 2022, fokus APBN diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan
reformasi struktural. Pendapatan negara dan hibah ditargetkan mencapai Rp1.846,1 triliun.
Penerimaan perpajakan pada tahun 2022 ditargetkan sebesar Rpl1.510,0 triliun atau 8,4
persen PDB. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ditargetkan mencapai Rp335,6 triliun
atau 1,9 persen PDB. Belanja negara diprakirakan mencapai Rp2.714,2 triliun atau 15,2
persen PDB, dengan belanja pemerintah pusat diprakirakan sebesar Rp1.944,5 triliun atau
10,9 persen PDB terdiri dari belanja non-K/L yang diprakirakan sebesar Rp998,8 triliun atau
5,6 persen PDB dan belanja subsidi sebesar Rp207,0 triliun atau 1,2 persen PDB, serta
belanja TKD diprakirakan mencapai Rp769,6 triliun atau 4,3 persen PDB. Program PC-PEN
tetap dilakukan dan direncanakan dialokasikan sebesar Rp455,6 triliun, yang direncanakan
terbagi dalam tiga klaster, yaitu (a} penanganan kesehatan sebesar Rpl122,5 triliun; (b)
perlindungan masyarakat sebesar Rp154,8 triliun; dan (c) penguatan pemulihan ekonomi
sebesar Rp178,3 triliun.

Dengan pendapatan dan belanja negara tersebut, defisit anggaran pada tahun 2022
ditargetkan mencapai 4,9 persen PDB atau sebesar Rp868,0 triliun. Pembiayaan anggaran
masih didominasi oleh pembiayaan utang sebesar Rp973,6 triliun, pembiayaan investasi
sebesar negatif Rp182,3 triliun dan SAL sekitar Rp77,3 triliun.

Tabel 2.6
Gambaran APBN (Persen PDB)

Uraian Realisasi 2022

2021 APBN

Pendapatan Negara dan Hibah 11,9 10,3
Penerimaan Perpajakan 9,1 8,4
PNBP 2,7 1,9
Belanja Negara 16,4 15,2
Belanja Pemerintah Pusat 11,8 10,9
TKD 4,6 4,3
Keseimbangan Primer (2,5) (2,6)
Surplus / (Defisit) (4,6) (4,9
Rasio Utang 40,7 42,1

Sumber: Kementerian Keuangan, 2022 dan UU No. 6/2021 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, diolah.

Catatan: Angka dalam kurung “(x,x)” bernilai negatif.
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(a) Tingkat Pengangguran Terbuka

Pada tahun 2021 pandemi COVID-19 masih berdampak pada pasar kerja. Tingkat
pengangguran terbuka (TPT), meskipun telah turun dibandingkan dengan angka pada tahun
2020, tetap masih tinggi, yaitu sebesar 6,49 persen atau 9,10 juta orang (Agustus, 2021).
Orang yang bekerja pun masih terkena dampaknya dalam bentuk jam kerja yang lebih
sedikit, sehingga menghasilkan jumiah setengah penganggur yang tinggi, dan perolehan
upah yang lebih rendah.

Untuk mengurangi bertambahnya pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja (PHK),
pemerintah memberikan berbagai stimulus bagi dunia usaha, termasuk usaha ultra mikro
(UMi) dan UMKM, seperti penundaan pokok dan bunga, subsidi bunga kredit, insentif
perpajakan, penjaminan kredit modal kerja, dan penyediaan dana talangan. Sementara itu,
dari sisi tenaga kerja, pada tahun 2021 pemerintah terus berupaya untuk mempertahankan
daya beli yang dilakukan antara lain melalui implementasi Kartu Prakerja dengan
melanjutkan desain “semi-bantuan sosial” bagi 5.931.574 orang penerima yang berasal dari
34 provinsi dan 514 kabupaten/kota, pemberian bantuan subsidi upah bagi sekitar
7.399.139 pekerja berpenghasilan Rp3,5 juta ke bawah atau di bawah upah minimum
provinsi (UMP), dan penyaluran berbagai bantuan sosial lainnya ke masyarakat termasuk ke
pekerja informal.

Memasuki tahun 2022, seiring dengan tren beralihnya status pandemi menjadi endemi serta
kelanjutan proses pemulihan perekonomian, TPT diprakirakan dapat diturunkan ke kisaran
5,5-6,3 persen. Agar peluang para pencari kerja mendapatkan kembali pekerjaannya dapat
meningkat, Program Kartu Prakerja akan dilanjutkan dengan skema “semi-bantuan sosial”
pada Semester I dan dilanjutkan dengan pelaksanaan sesuai desain awal Kartu Prakerja
sebagai sarana peningkatan keahlian dan produktivitas tenaga kerja pada Semester II. Selain
itu, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, pada Februari
2022 pemerintah bersama-sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan mulai menjalankan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

(b) Tingkat Kemiskinan

Angka kemiskinan nasional pada tahun 2021 mengalami penurunan meskipun dampak
krisis dari pandemi COVID-19 masih belum sepenuhnya terpulihkan. Per September 2021,
angka kemiskinan menjadi 9,71 persen, turun sebesar 0,48 persen poin dibandingkan
September 2020 atau sebanyak 1,02 juta penduduk. Penurunan terjadi baik di wilayah
perdesaan maupun perkotaan. Namun demikian, masih diperlukan usaha keras pemerintah
untuk dapat mencapai target angka kemiskinan ekstrem sebesar nol persen pada tahun
2024.

Beberapa upaya dilakukan pemerintah untuk terus menurunkan jumlah penduduk miskin
khususnya miskin ekstrem. Salah satu permasalahan utama yang saat ini dihadapi adalah
rendahnya tingkat akurasi atau ketepatan sasaran penerima program perlindungan sosial
yang menyebabkan masih tingginya inclusion dan exclusion error dalam penyaluran program.
Terkait dengan hal tersebut, pemerintah melaksanakan Reformasi Sistem Perlindungan
Sosial yang telah dimulai sejak tahun 2021, beberapa aspek akan diperkuat pelaksanaannya,
yaitu (i) perluasan pendataan penduduk miskin dan rentan dengan pengembangan Registrasi
Sosial-Ekonomi dan Digitalisasi Monografi Desa/Kelurahan, khususnya di lokasi
penghapusan kemiskinan ekstrem; (ii) pengembangan skema perlindungan sosial adaptif
terhadap bencana alam maupun non-alam; (iii) pengembangan mekanisme penyaluran
bantuan melalui pemanfaatan berbagai platform pembayaran digital; (iv) reformasi skema
pembiayaan yang inovatif, ekspansif, dan berkesinambungan; (v) integrasi program untuk
meningkatkan kecukupan manfaat dan efektivitas dampak terhadap kemiskinan; dan (vi)
pengembangan mekanisme graduasi terintegrasi dan berkelanjutan untuk program-program
bantuan sosial. Melalui pelaksanaan agenda pembangunan reformasi perlindungan sosial
yvang didukung pemulihan kondisi ekonomi diharapkan angka kemiskinan berada pada
kisaran 8,5-9,0 persen di tahun 2022,
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(h) Pembangunan Wilayah

Pemulihan selama tahun 2021 terkendala akibat merebaknya virus COVID-19 varian Delta
pada triwulan III-2021. Akibatnya, pemulihan ekonomi Wilayah Jawa-Bali tidak tumbuh
setinggi dari prakiraan. Wilayah Jawa-Bali tercatat tumbuh sebesar 3,5 persen pada tahun
2021, lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang terkontraksi
sebesar 2,7 persen. Pemulihan didorong oleh perbaikan kinerja pada sektor industri
pengolahan serta perdagangan besar dan eceran, sejalan dengan pulihnya aktivitas
perekonomian. Pemulihan pada perekonomian Jawa-Bali menyebabkan penurunan pada
tingkat kemiskinan menjadi 9,0 persen. Pertumbuhan aktivitas ekonomi di Jawa-Bali juga
berdampak pada peningkatan penciptaan kesempatan kerja. Hal ini menyebabkan TPT di
Jawa-Bali turun menjadi 7,4 persen, lebih tinggi dari angka nasional.

Memasuki tahun 2022, Wilayah Jawa-Bali dihadapkan pada tantangan peningkatan kasus
COVID-19 varian Omicron. Namun, dampak ekonomi akibat peningkatan kasus akibat varian
Omicron diprakirakan tidak seberat dampak dari varian Delta. Wilayah Jawa-Bali
diprakirakan dapat tumbuh sebesar 4,9-5,3 persen, sejalan dengan membaiknya ekspor,
permintaan domestik, dan investasi. Peningkatan ekspor diprakirakan sejalan dengan
membaiknya aktivitas perdagangan dunia, sementara peningkatan permintaan domestik
didukung oleh adanya peningkatan keyakinan konsumen, pemulihan aktivitas wisatawan
nusantara, meluasnya program vaksinasi, berlanjutnya program bantuan sosial, serta
pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat. Peningkatan kinerja investasi didorong oleh
berlanjutnya berbagai pembangunan PSN, di antaranya Tol Serang-Panimbang, Tol Serpong-
Balaraja, Tol Jogja—Bawen, Tol Gedebage-Tasikmalaya—Cilacap, Kawasan Industri Terpadu
Batang, dan Pelabuhan Patimban. Perbaikan kinerja perekonomian juga diharapkan turut
mendorong penurunan tingkat kemiskinan menjadi 8,1-8,7 persen dan penurunan tingkat
pengangguran menjadi 6,2-7,1 persen.

Pada Wilayah Sumatera, ekonomi tahun 2021 tumbuh sebesar 3,2 persen. Pertumbuhan ini
didorong oleh meningkatnya sektor industri pengolahan, pertanian, serta ekspor luar negeri.
Hal ini sejalan dengan peningkatan permintaan negara mitra dagang utama serta kenaikan
harga komoditas (di antaranya CPO, karet, dan timah). Di sisi lain, perbaikan permintaan
domestik masih terbatas, tecermin dari rendahnya konsumsi rumah tangga dan investasi.
Perbaikan kondisi perekonomian Sumatera menjadi salah satu penyumbang penurunan
angka kemiskinan di tahun 2021 menjadi 9,8 persen. Perbaikan ini juga berdampak pada
peningkatan penciptaan kesempatan kerja sehingga TPT turun di Wilayah Sumatera menjadi
5,6 persen.

Pada 2022, pertumbuhan Wilayah Sumatera diprakirakan akan didorong oleh peningkatan
permintaan komoditas primer, seiring dengan pemulihan ekonomi global dan proyeksi harga
yang tetap tinggi untuk minyak kelapa sawit, karet olahan, minyak mentah, dan batu bara.
Berlanjutnya proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan Tol Trans Sumatera,
pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus, serta realisasi investasi
swasta, diprakirakan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera sebesar 4,5-5,0
persen. Membaiknya kondisi perekonomian yang diiringi oleh perbaikan akurasi data dan
perluasan program-program perlindungan sosial diharapkan dapat mencapai target
penurunan kemiskinan hingga 9,0-9,5 persen di Sumatera. Prospek pertumbuhan ekonomi
tersebut diprakirakan dapat menurunkan TPT Wilayah Sumatera pada kisaran 4,9-5,5
persen.

Wilayah Kalimantan, yang juga berbasis komoditas, tercatat tumbuh sebesar 3,2 persen pada
tahun 2021. Pertumbuhan ini didorong oleh tingginya peningkatan permintaan eksternal dan
membaiknya permintaan domestik, terutama investasi yang sejalan dengan proses
pengembangan hilirisasi pertambangan dan pembangunan infrastruktur pendukung.
Sementara itu, peningkatan permintaan eksternal sejalan dengan permintaan negara mitra
dagang utama serta kenaikan yang signifikan pada harga komoditas, terutama golongan
bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewan/nabati, karet, serta bijih, kerak, dan abu
logam. Kondisi ini menjadi salah satu penyumbang penurunan angka kemiskinan di tahun
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2021 menjadi 5,8 persen. Perbaikan belum berdampak pada peningkatan penciptaan
kesempatan kerja dimana TPT naik menjadi 5,6 persen.

Wilayah Kalimantan pada tahun 2022 diprakirakan akan tumbuh sebesar 4,6-5,5 persen
yang didorong oleh beroperasinya Pelabuhan Kijing, pengembangan kawasan sentra produksi
pangan (food estate), pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), pembangunan kawasan
industri hijau, dan berlanjutnya hilirisasi olahan tambang. Aktivitas ekonomi tersebut
diharapkan berdampak secara inklusif sehingga menyumbang pada penurunan kemiskinan
di Wilayah Kalimantan menjadi 5,2-5,8 persen. Prospek pertumbuhan ekonomi tersebut
diprakirakan dapat menurunkan TPT Wilayah Kalimantan menjadi 4,7-5,4 persen.

Wilayah Nusa Tenggara menjadi wilayah yang memiliki pertumbuhan terendah di antara
wilayah lainnya pada tahun 2021, yaitu sebesar 2,4 persen. Sektor konstruksi, pertanian,
dan perdagangan menjadi sektor utama yang mendorong pertumbuhan Wilayah Nusa
Tenggara. Peningkatan sektor konstruksi sejalan dengan peningkatan investasi yang
didorong oleh penyelesaian proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan bypass,
penataan kawasan pariwisata, dan pembangunan sirkuit di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Mandalika serta peningkatan kualitas layanan jalan, penataan jalur pedestrian, dan
penataan kawasan pariwisata di Labuan Bajo. Sementara, sektor perdagangan meningkat
seiring dengan peningkatan penjualan kendaraan dan peningkatan aktivitas ekonomi
masyarakat. Peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat tecermin pada peningkatan data
mobilitas dari Google yang bergerak meningkat di atas baseline pada akhir 2021. Perbaikan
kondisi perekonomian Nusa Tenggara terutama permintaan domestik menjadi salah satu
penyumbang penurunan angka kemiskinan di tahun 2021 menjadi 17,2 persen. Perbaikan
ini juga berdampak pada peningkatan penciptaan kesempatan kerja sehingga TPT turun di
Wilayah Nusa Tenggara menjadi 3,4 persen.

Pada Tahun 2022, Wilayah Nusa Tenggara diprakirakan tumbuh sebesar 4,8-5,9 persen yang
sejalan dengan arah pemulihan ekonomi. Ekspor tembaga dari Nusa Tenggara Barat (NTB)
diprakirakan tetap solid seiring dengan tetap kuatnya permintaan dari Cina sebagai mitra
dagang utama. Pertumbuhan ekonomi tersebut juga sejalan dengan dilaksanakannya proyek
investasi pemerintah dan swasta, antara lain proyek jalan tol, hotel di sejumlah destinasi
wisata, revitalisasi Bandara Komodo, serta proyek hilirisasi pertambangan tembaga. Dampak
dari berbagai kebijakan tersebut diharapkan dapat menyumbang pada penurunan
kemiskinan ke kondisi awal sebelum pandemi yaitu di kisaran angka 15,0-15,9 persen.
Seiring dengan pemulihan ekonomi di Wilayah Nusa Tenggara, TPT di wilayah tersebut pun
diprakirakan akan menurun hingga pada kisaran 2,6-3,2 persen.

Perekonomian Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua pada tahun 2021 tumbuh positif,
masing-masing sebesar 5,7; 9,4; dan 10,3 persen. Wilayah Sulawesi tumbuh positif ditopang
oleh pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah, didorong oleh terjaganya kinerja
industri baja dan besi, serta peningkatan produksi smelter baru nickel pig iron (NPI).
Pertumbuhan ekonomi yang positif tidak mampu membendung kenaikan angka kemiskinan
akibat dampak pandemi menjadi 10,0 persen, di sisi lain TPT mampu turun menjadi 5,0.
Sementara, perekonomian Maluku tumbuh positif yang didukung oleh pertumbuhan di
Provinsi Maluku Utara, seiring dengan beroperasinya smelter pirometalurgi. Dengan
pertumbuhan tersebut, angka kemiskinan turun menjadi 12,2 persen dan TPT turun menjadi
6,0 persen. Pertumbuhan ekonomi Papua didorong oleh tumbuh positifnya sektor
pertambangan dan penggalian, khususnya peningkatan produksi tembaga. Tingkat
kemiskinan Wilayah Papua pada tahun 2021 menjadi 26,1 persen, sementara TPT turun
menjadi 3,8 persen. Berkurangnya pandemi COVID-19 menyebabkan terjadinya penurunan
jumlah pengangguran di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Wilayah Sulawesi, Maluku,
dan Papua. Tingkat pengangguran terbuka turun masing-masing sebesar 5,0; 6,0; dan 3,8
persen.

Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua pada tahun 2022 diprakirakan tumbuh masing-
masing sebesar 5,9-7,2; 11,7-12,7; dan 8,4-11,5 persen. Pertumbuhan Sulawesi didorong
oleh prospek permintaan negara mitra dagang utama, khususnya Cina, yang diprakirakan
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akan terus meningkat, baik untuk tembaga maupun besi baja. Hilirisasi di Morowali yang
dapat meningkatkan nilai tambah dan produktivitas masih berlanjut seiring dengan
konstruksi usaha industri logam dasar, serta barang logam bukan mesin dan peralatannya.
Perbaikan konsumsi, peningkatan kinerja ekspor komoditas utama, serta rencana
pengembangan lumbung ikan nasional diprakirakan mampu mendorong pertumbuhan
Wilayah Maluku. Sementara, pertumbuhan ekonomi Papua diprakirakan akan didorong oleh
perbaikan pada sektor pertambangan. Di samping kegiatan ekonomi, Sulawesi, Maluku dan
Papua merupakan wilayah-wilayah dengan tingkat pemutakhiran data yang masih rendah.
Dengan adanya perbaikan akurasi data penyaluran bantuan pemerintah diharapkan dapat
menurunkan angka kemiskinan masing-masing menjadi 9,2-9,8 persen; 12,0-12,5 persen;
dan 23,5-24,0 persen. Berbagai perbaikan aktivitas ekonomi di Wilayah Sulawesi, Maluku,
dan Papua diprakirakan akan menyerap tenaga kerja dan menurunkan TPT di wilayah
tersebut masing-masing sekitar 4,3-4,9 persen; 5,5-6,0 persen; dan 3,5-3,8 persen. Untuk
mendukung proses pemulihan ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia, upaya strategis
ketenagakerjaan diarahkan pada program peningkatan keahlian tenaga kerja melalui
reformasi sistem pendidikan dan pelatihan vokasi, penguatan sistem informasi pasar kerja,
dan penguatan sistem perlindungan sosial pekerja.

Pemulihan aktivitas ekonomi di Jawa-Bali sepanjang 2021 berdampak pada pergerakan
menuju penciptaan kesempatan kerja. Namun, gelombang varian baru COVID-19
menyebabkan TPT di Jawa-Bali mencapai 7,4 persen atau lebih tinggi dari TPT nasional yang
berada pada 6,49 persen. Tekanan pada pertengahan tahun 2021 juga berpengaruh pada
TPT di wilayah Sumatera (5,6 persen), Nusa Tenggara (3,4 persen), dan Kalimantan (5,6
persen).

Proses pemulihan ekonomi di tahun 2022, meskipun diawali dengan munculnya varian
Omicron COVID-19 diprakirakan akan menurunkan TPT secara moderat di kisaran 5,5-6,3
persen pada tingkat nasional. TPT untuk wilayah Sumatera diprakirakan akan sebesar 4,9-
5,5 persen, Jawa-Bali 6,2-7,1 persen, Nusa Tenggara 2,6-3,2 persen, Kalimantan 4,7-5,4
persen, Sulawesi 4,3—4,9 persen, Maluku 5,5-6,0 persen, dan Papua 3,5-3,8 persen.

Tabel 2.8
Pembangunan Wilayah Tahun 2021-2022

Wilayah 2021+ Outlook 2022b)

Sumatera

Pertumbuhan Ekonomi (%) 3,2 4,5-5,04d
Tingkat Kemiskinan (%) 9,8¢ 9,0-9,59
Tingkat Pengangguran (%) 5,6 4,9-5,5
Jawa-Bali

Pertumbuhan Ekonomi (%) 3,5 4,9-5,34d
Tingkat Kemiskinan (%) 9,0 8,1-8,74)
Tingkat Pengangguran (%) 7,4 6,2-7,1

Nusa Tenggara

Pertumbuhan Ekonomi (%) 2,4 4,8-5,94d)

Tingkat Kemiskinan (%) 17,29 15,0-15,94

Tingkat Pengangguran (%) 3,4 2,6-3,2
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Wilayah 2021~ Outlook 2022%

Kalimantan

Pertumbuhan Ekonomi (%) 3,2 4,6-5,59
Tingkat Kemiskinan (%) 5,89 5,2-5,84
Tingkat Pengangguran (%) 5,6 4,7-5,4
Sulawesi

Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,7 5,9-7,24
Tingkat Kemiskinan (%) 10,09 9,2-9,84d)
Tingkat Pengangguran (%) 5,0 4,349
Maluku

Pertumbuhan Ekonomi (%) 9,4 11,7-12,79
Tingkat Kemiskinan (%) 12,29 12,0-12,5d)
Tingkat Pengangguran (%) 6,0 5,5-6,0
Papua

Pertumbuhan Ekonomi (%) 10,3 8,4-11,54)
Tingkat Kemiskinan (%) 26,19 23,5-24,0
Tingkat Pengangguran (%) 3,8 3,5-3,8

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kementerian PPN/Bappenas.

Keterangan: a) Angka realisasi; b) Prakiraan Kementerian PPN/Bappenas, 2022;
c) Perhitungan Bappenas berdasarkan Susenas September 2021; dan d) Terdapat
penyesuaian angka outlook 2022 dari sasaran pada Pemutakhiran RKP Tahun 2022
setelah rilis PDRB dan tingkat kemiskinan tahun 2021.

Catatan: Sesuai dengan perkembangan terkini, khususnya ketidakpastian global akibat
tensi geopolitik, maka outlook mengalami revisi ke bawah dari 5,2-5,5 menjadi 5,0-5,5
persen.

2.2.2 Prakiraan Ekonomi Tahun 2023

Tahun 2023 merupakan tahun kunci dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan
ekonomi jangka menengah dan panjang karena menjadi titik awal akselerasi pertumbuhan
ekonomi pascapandemi COVID-19. Kapasitas produktif perekonomian yang terkoreksi akibat
COVID-19 ditingkatkan melalui transformasi ekonomi yang mencakup peningkatan
produktivitas di semua sektor ekonomi, pemulihan sosial yang inklusif melalui pembangunan
SDM dan tenaga kerja yang berkualitas, serta transisi pembangunan ramah lingkungan
melalui investasi infrastruktur hijau dan pengembangan teknologi, diharapkan mampu
meningkatkan daya saing perekonomian. Berlanjutnya agenda transformasi ekonomi
tersebut diprakirakan akan mendorong akselerasi ekonomi Indonesia pada tahun 2023.

2.2.2.1 Tantangan dan Risiko Perekonomian
(1) Tantangan Ekonomi Global

Setelah mengalami pemulihan kuat pada tahun 2021, ekonomi global diprakirakan
mengalami perlambatan pada tahun 2023. Perekonomian negara berkembang diprakirakan
belum mampu kembali menuju tren sebelum pandemi pada tahun 2022, berbeda
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(2) Tantangan Ekonomi Domestik

Proses pemulihan ekonomi domestik pada tahun 2023 diprakirakan akan berlanjut
walaupun masih dihadapkan pada beberapa tantangan. Penyebaran varian baru COVID-19,
risiko pengetatan likuiditas domestik, ketidakpastian global yang memengaruhi pola
perdagangan, dan pemulihan sosial yang belum optimal dari dampak pandemi COVID-19
diprakirakan mampu memengaruhi kinerja perekonomian ke depan.

Ketidakseimbangan pemulihan yang terjadi baik antarprovinsi maupun antarsubsektor
berpotensi menghambat akselerasi pertumbuhan ekonomi. Dari sisi kewilayahan, Provinsi
Maluku Utara, Papua, dan Sulawesi Tengah merupakan provinsi yang mampu tumbuh tinggi
di tahun 2021, sedangkan Provinsi Bali dan Papua Barat masih terkontraksi dan belum
mampu pulih. Dari sisi subsektor, subsektor industri pengolahan tembakau, barang logam,
kertas, kayu, dan tekstil masih mengalami kontraksi.

Selain itu, dampak pandemi COVID-19 juga menyebabkan disrupsi pada pembelajaran yang
mengakibatkan learning loss dan eamings penalty. Selama dua dekade terakhir, hasil
pembelajaran siswa Indonesia menunjukkan stagnasi dan tertinggal jauh dari negara-negara
lain. Dalam RPJMN Tahun 2020-2024 ditetapkan target yang cukup tinggi untuk mengejar
ketertinggalan. Namun, pandemi COVID-19 diprakirakan akan menurunkan skor Programme
for International Student Assessment (PISA) ke titik terendah dalam dua dekade terakhir.

Pandemi COVID-19 juga menyebabkan belum pulihnya dunia usaha. Rendahnya permintaan
terhadap kredit baru adalah indikasi dari rendahnya kecenderungan usaha untuk
berinvestasi. Turunnya omzet cenderung menjadi motivasi utama dari usaha yang mendaftar
untuk mendapatkan kredit baru. Hal ini berasosiasi dengan tren pertumbuhan kredit modal
kerja yang relatif lebih baik dibandingkan dengan kredit investasi (sekalipun terdapat base
effect). Dari sisi sosial, kondisi pengangguran dan kemiskinan Indonesia perlahan mengalami
perbaikan. Namun, tingkat pengangguran dan kemiskinan tersebut belum dapat kembali ke
masa sebelum pandemi COVID-19. Selain itu, proses penurunan stunting juga mengalami
perlambatan pada saat pandemi, yang berisiko menurunkan kualitas sumber daya manusia
di masa yang akan datang.

Selain itu, ekspor barang dan jasa Indonesia pada tahun 2022 diprakirakan tumbuh positif,
namun tidak sebesar tahun 2021. Pertumbuhan ekspor barang diprakirakan lebih rendah
pada tahun 2022 disebabkan oleh (a) pertumbuhan negara mitra yang diprakirakan positif
namun lebih rendah dibandingkan tahun 2021; (b) masih berlanjutnya hambatan rantai
pasok kelangkaan kontainer; (c) harga komoditas yang diprakirakan tidak setinggi di tahun
2021; dan (d) eskalasi politik Eropa Timur yang dapat mengganggu ketidakstabilan supply-
demand beberapa komoditas penting seperti minyak bumi dan gandum. Sementara itu, risiko
penyebaran COVID-19 masih akan memperlambat aktivitas perdagangan jasa yang sudah
mulai pulih seiring pembukaan border di beberapa destinasi wisata. Pada tahun 2023,
walaupun perekonomian negara mitra dagang diprakirakan semakin pulih seiring dengan
tingkat vaksinasi yang semakin tinggi, besaran dampaknya terhadap peningkatan ekspor
Indonesia masih dibayang-bayangi oleh proteksionisme yang mungkin akan tetap tinggi.
Beberapa produk komoditas Indonesia diprakirakan masih akan mengalami hambatan
ekspor di beberapa negara akibat isu lingkungan dan sustainability yang akan semakin
meningkat. Sementara itu, kinerja ekspor non-komoditas masih terkendala berbagai
permasalahan di dalam negeri, di antaranya terkait dengan isu produktivitas dan daya saing,
akses bahan baku domestik dan impor, kemampuan inovasi, akses pembiayaan dan
investasi, akses pasar dan buyer, serta integrasi program fasilitasi promosi ekspor antar
kementerian/lembaga.
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2.2.2.2 Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi Makro Tahun 2023

(1) Sasaran Ekonomi Makro

Upaya peningkatan produktivitas di semua sektor ekonomi melalui agenda transformasi
ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan
ekonomi mencapai 5,3-5,9 persen pada tahun 2023. Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut
akan meningkatkan GNI per kapita (Atlas Method) menjadi US$4.720-4.840 pada tahun
2023, mampu mempertahankan posisi Indonesia pada kategori upper-middle income

countries.

Tabel 2.9

Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2023

2022 2023
Uraian 2021
Outlook RPJMN Sasaran
Perkiraan Besaran-Besaran Pokok
Pertumbuhan PDB (%, yoy) 3,7 5,0-5,5 6,0-6,3 5,3-5,9
Laju inflasi, Indeks Harga
Konsumen (IHK)} (%, yoy): 1,87 4,0 2,8 2,04,0
Akhir Periode
Neraca Pembayaran
Cadangan Devisa (US$ miliar) 1449 151,6-152,4¢ 146,8 158,9-160,9
- dalam bulan impor 8,0 7,5-7,4¢) 6,8 7,5-7,4
Defisit Neraca Transaksi
Berjalan 0,3 (0,3)-0,5) (1,9) (0,4)-(0,6)
(% PDB)
Keuangan Negara
. . o
Penerimaan Perpajakan (% 9,1 8,42 10,5-11,7 9,3-10,0
PDB)
. . o
Keseimbangan Primer (% 2,5) (2,6)4 0,2-0,0 (0,5)-(0,6)
PDB)
1 0,
Surblus/Defisit APBN (% (4.6) (4.9)3 LO-1L7)  (26/-29)
PDB)
1 0,
Stok Utang Pemerintah (% 40,7 42,12 28.9-29.6 40,6-42.4
PDB)
PMTB/Investasi
Pertumbuhan Investasi
(PMTB) (%) 3,8 5,46,0 7,2-7,8 6,1-6,7
Realisasi Investasi PMA dan 901,0 968 4 12941 1.250-1.400

PMDN (Triliun Rp)
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2022 2023
Uraian 2021

Outlook RPJMN Sasaran
Target Pembangunan
%‘;ﬁﬁf;};ggangguran 6,49 5,5-6,3 4,0-4,6 5,3-6,0
Tingkat Kemiskinan (%) 9,71 8,59,0 7,0-7,5 7,5-8,5
Rasio Gini (nilai) 0,381 0,376-0,378 0,374-0,377 0,375-0,378
ﬁ:ﬁﬁzize&tﬁ“g““an 72,29 72,65-72,69 74,77 73,31-73,49
Penurunan Emisi GRK 24,51 26,87 26,80 27,02
Indikator Pembangunan
Nilai Tukar Petani (NTP) 104,64 103-105 104 105-107
Nilai Tukar Nelayan (NTN) 104,69 104-106 106 107-108

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Keterangan: a) Sasaran APBN Tahun 2022, b) Capaian Rata-Rata Tahun 2021 (BPS), dan c) Terdapat
penyesuaian angka outlook 2022 dari sasaran pada Pemutakhiran RKP Tahun 2022 setelah rilis realisasi
angka 2021.

Catatan: Sesuai dengan perkembangan terkini, khususnya ketidakpastian global akibat tensi geopolitik, maka
outlook mengalami revisi: ke bawah dari 5,2-5,5 menjadi 5,0-5,5 persen; Angka dalam kurung “(x,x)” bernilai
negatif.
Stabilitas makro ekonomi tahun 2023 diupayakan tetap mendukung proses pemulihan
pascapandemi COVID-19. Tingkat inflasi dijaga stabil pada rentang 2,0-4,0 persen (yoy) dan
nilai tukar Rupiah diprakirakan berada pada rentang Rp14.300,00-Rp14.800,00 per US$.

Kondisi makro yang menguat dan stabil pada tahun 2023 diiringi oleh peningkatan kualitas
pertumbuhan berkelanjutan. Pada tahun 2023 TPT diharapkan turun menjadi 5,3-6,0
persen. Demikian pula rasio gini turun menjadi 0,375-0,378. Seiring dengan itu,
kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat, yang diindikasikan oleh meningkatnya
IPM menjadi 73,31-73,49. Kebijakan peningkatan kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan
perikanan diharapkan dapat menjaga tingkat kesejahteraan petani dan nelayan, yang
ditunjukkan oleh indikator NTP pada kisaran 105-107 dan NTN pada kisaran 107-108.

(2) Arah Kebijakan

Tahun 2023 merupakan tahun untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mendorong
transformasi ekonomi. Target vaksinasi penuh yang mendorong terciptanya kekebalan
massal (herd immunity) pada tahun 2022, mendorong pemerintah mempersiapkan langkah
untuk menuju masa transisi dari kondisi pandemi menjadi endemi. Langkah kebijakan
tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan aktivitas masyarakat yang tentunya juga
akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, akselerasi
pertumbuhan ekonomi juga didorong oleh tumbuhnya investasi untuk meningkatkan
kapasitas produktif perekonomian. Untuk mengurangi tekanan defisit transaksi berjalan
seiring dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan juga sebagai salah satu upaya untuk
peningkatan kapasitas produktif perekonomian pada tahun 2023, ekspor juga didorong
untuk tumbuh lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih lanjut, mulai
berjalannya program-program transformasi ekonomi juga menjadi salah satu sumber
pertumbuhan ekonomi Indonesia.
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Arah kebijakan dalam upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mengejar sasaran
jangka menengah-panjang serta menghadapi tantangan yang ada pascapandemi difokuskan
pada peningkatan produktivitas di seluruh sektor ekonomi, penguatan pemulihan sosial serta
optimalisasi transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan. Agenda tersebut akan mendorong
penguatan fondasi ekonomi Indonesia untuk tumbuh lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

(a) Fokus Kebijakan Makro 2023
(i) Peningkatan Produktivitas

Peningkatan produktivitas diarahkan untuk mengembalikan trajectory pertumbuhan
ekonomi ke level sebelum pandemi dan mengangkat trajectory tersebut ke level yang lebih
baik lagi. Peningkatan produktivitas perlu dilakukan pada sektor itu sendiri (within
sectors) diiringi dengan pergeseran struktur ekonomi menuju sektor-sektor bernilai
tambah tinggi (between sectors). Upaya peningkatan produktivitas dilakukan melalui
revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha,
pembangunan IKN, dan peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas.

(ii) Penguatan Pemulihan Sosial dan Ekonomi yang Inklusif

Dampak pandemi COVID-19 yang masih dirasakan, khususnya bagi pembangunan
sosial, menegaskan Lkembali perlunya penguatan pemulihan sosial. Penguatan
pemulihan sosial ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing.
Penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM merupakan bagian terpenting dari
pembangunan yang pada akhirnya mampu meningkatkan kapasitas produktif suatu
perekonomian. Upaya penguatan pemulihan sosial yang inklusif dilakukan melalui
percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui
penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai
dengan peningkatan pekerjaan layak (decent job), serta percepatan pembangunan
infrastruktur dasar yang meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak.

(iii) Pembangunan yang Berkelanjutan

Pembangunan perlu memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga sumber daya
dapat dikembangkan secara optimal untuk kebutuhan saat ini maupun untuk generasi
yang akan datang. Pembangunan yang berkelanjutan diarahkan pada penciptaan
pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah karbon dan
meminimalkan eksploitasi sumber daya alam. Arah pembangunan berkelanjutan
difokuskan untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi
yang mampu merespons tantangan-tantangan dari perubahan iklim.

(b) Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja perekonomian Indonesia yang telah membaik, diharapkan akan berlanjut hingga
tahun 2022, sehingga dapat mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023.
Pemulihan ekonomi yang kuat tersebut diharapkan mampu menjadi fondasi untuk memulai
proses transformasi ekonomi dimana kebijakan Pemerintah bertujuan tidak hanya ditujukan
untuk kembali ke tingkat sebelum krisis, namun tumbuh lebih baik. Untuk mengejar sasaran
yang telah ditetapkan dalam jangka menengah-panjang, upaya meningkatkan daya saing
perekonomian pascapandemi COVID-19 harus dilakukan.

Tahun 2023 diarahkan untuk mengatasi dampak jangka-menengah pascapandemi COVID-
19, mengakomodir berbagai perubahan yang terjadi akibat pandemi COVID-19, serta
mengatasi permasalahan-permasalahan struktural yang ada sehingga berkontribusi pada
peningkatan kapasitas produktif perekonomian yang turun akibat pandemi COVID-19.
Peningkatan kapasitas produktif tersebut diharapkan dapat bersumber dari peningkatan
stok kapital dan produktivitas.
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Dari sisi pengeluaran (Tabel 2.10), pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 diharapkan akan
mampu tumbuh 5,3-5,9 persen. Investasi dan ekspor diharapkan menjadi motor penggerak
pertumbuhan ekonomi tahun 2023 untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian
Indonesia. Tren investasi hijau akan semakin menguat pada tahun 2023 seiring dengan
adanya komitmen global untuk mencapai pembangunan rendah karbon. Pemulihan ekonomi
hijau pasca COVID-19 mulai menjadi arah kebijakan di berbagai negara. Berdasarkan arah
kebijakan tersebut, investasi (PMTB) diprakirakan tumbuh sebesar 6,1-6,7 persen, dengan
target realisasi PMA dan PMDN sebesar Rpl1.250-1.400 triliun pada tahun 2023. Untuk
mencapai target tersebut, strategi akan diarahkan melalui (i) peningkatan investasi skala
besar yang menyerap tenaga kerja banyak; (ii) peningkatan investasi pada sektor industri
pengolahan; dan (iii) pengintegrasian sistem perizinan di tingkat pusat pada sistem One Single
Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) dan implementasi sistem perizinan melalui
sistem One Single Submission (OSS) di daerah.

Tabel 2.10
Sasaran Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran Tahun 2023 (Persen, yoy)

Sumber
1 a) b
Uraian RPJMN= Sasaran 2023b) Pertumbuhan

Pertumbuhan PDB 6,0-6,3 5,3-5,9 5,3-5,9
Konsumsi Rumah Tangga dan . _ B
LNPRT 5,7-5,9 4,9-5,5 2,6-3,0
Konsumsi Pemerintah 4,8-51 0,6-1,2 0,0-0,1
Investasi (Pembentukan Modal
Tetap Bruto/PMTB) 7,2-7,8 6,1-6,7 1,9-2,1
Ekspor Barang dan Jasa 5,3-5,6 6,8-8,0 1,7-2,0
Impor Barang dan Jasa 5,0-5,1 6,6-7,8 1,3-1,6

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Keterangan: a) RPJMN Tahun 2020-2024; b) Perhitungan Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkeu,
2022.

Konsumsi masyarakat juga diprakirakan tumbuh positif mencapai 4,9-5,5 persen, didorong
oleh peningkatan aktivitas masyarakat seiring dengan terkendalinya penanganan pandemi
COVID-19. Peningkatan aktivitas masyarakat tersebut akan mendorong peningkatan daya
beli masyarakat. Tingkat inflasi yang tetap terkendali juga mendorong masyarakat untuk
melakukan aktivitas konsumsi. Selain itu, membaiknya perekonomian juga mendorong
tumbuh positifnya konsumsi pemerintah. Konsumsi pemerintah diprakirakan tumbuh pada
kisaran 0,6-1,2 persen, sehingga tetap dapat memberi dorongan pada pertumbuhan
ekonomi. Pertumbuhan konsumsi pemerintah didukung oleh kebijakan fiskal yang
akomodatif, meski di saat yang bersamaan defisit fiskal akan kembali dijaga di bawah 3
persen terhadap PDB.

Ekspor barang dan jasa diprakirakan akan tetap tumbuh tinggi pada kisaran 6,8-8,0 persen.
Pemulihan permintaan global serta optimisme pemulihan ekonomi yang terus berlanjut
menjadi faktor pendorong tetap tingginya pertumbuhan ekspor. Sementara itu, impor barang
dan jasa diprakirakan akan tumbuh 6,6-7,8 persen, mencerminkan aktivitas ekonomi
domestik yang menguat. Hal ini didorong oleh peningkatan kebutuhan bahan baku/penolong
untuk industri pengolahan, barang modal untuk investasi, serta konsumsi dalam negeri.
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Tabel 2.11
Sasaran Pertumbuhan PDB Sisi Lapangan Usaha Tahun 2023 (Persen, yoy)

Uraian RPJMN» Sasaran 2023b) Pe::z::;mn
Pertumbuhan PDB 6,0-6,3 5,3-5,9 5,3-5,9
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3,94,0 4.0-4,2 0,5-0,5¢9
Pertambangan dan Penggalian 2,0-2,1 3,2-3,5 0,2-0,3
Industri Pengolahan 7,1-7,5 5,4-6,0 1,1-1,2
gzzl;giidaan Listrik dan Gas, dan Air 5.56.0 5.6-6.0 0,1-0,1¢
[ondeen A Pengrlolan Sempah, 4745 sas7 0000
Konstruksi 6,4-6,7 6,3-6,9 0,6-0,7
i b dnceen e ae7  sose  omom
Transportasi dan Pergudangan 7,5-7,9 8,59,5 0,3-0,4
f/ﬁﬁiiiiaan Akomodasi dan Makan 6,567 6.6-7.3 0,2-0,20)
Informasi dan Komunikasi 8,9-9,4 7,8-8,3 0,5-0,5¢9
Jasa Keuangan 7,1-7,7 3,4-3,8 0,1-0,2
Real Estate 5,3-5,3 4,34.,8 0,1-0,1¢
Jasa Perusahaan 8,5-8,7 4,7-5,3 0,1-0,1¢
Jasa Pendidikan 5,5-5,6 3,3-3,8 0,1-0,19
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8,4-8,5 8,7-9,3 0,1-0,19
Jasa Lainnya 9,6-9,6 5,9-6,5 0,1-0,19

Sumber: Kementerian PPN /Bappenas, 2022.

Keterangan: a) RPJMN Tahun 2020-2024; b) Perhitungan Kementerian PPN /Bappenas dan Kemenkeu, 2022;
dan c) Perbedaan angka desimal dalam range terjadi pada dua hingga empat angka di belakang koma.

Di sisi lapangan usaha, subsektor industri diprakirakan dapat mengalami pemulihan secara
bertahap, baik dari sisi rantai pasok dan akses pasar seiring dengan semakin membaiknya
kondisi ekonomi global dan domestik. Pada tahun 2023, sektor industri pengolahan
diprakirakan tumbuh sebesar 5,4-6,0 persen. Faktor-faktor pendorong pertumbuhan
industri pengolahan pada tahun 2023 antara lain (i} pemulihan industri makanan dan
minuman seiring dengan pemulihan mobilitas dan daya beli masyarakat; (ii) pemulihan daya
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beli masyarakat terutama untuk produk makanan, minuman, tekstil dan pakaian jadi, serta
produk-produk tahan lama (durable); (iii) peningkatan permintaan terhadap produk industri
pengolahan, baik permintaan dalam negeri maupun luar negeri; (iv) dukungan belanja
pemerintah dan pemerintah daerah untuk produk dalam negeri; (v) peningkatan utilisasi
produksi; (vi) kestabilan rantai pasok untuk menjamin ketersediaan bahan baku; (vii)
operasionalisasi Kawasan Industri (KI) dan Smelter; (viii) peningkatan efisiensi sejalan dengan
adopsi teknologi dalam proses produksi; serta (ix) peningkatan penerapan ekonomi sirkular
sebagai bagian dari transisi penerapan industri hijau.

Sektor pertanian yang mampu bertahan dan tumbuh positif selama pandemi COVID-19,
diprakirakan akan terakselerasi dengan pertumbuhan pada kisaran 4,0-4,2 persen.
Pertumbuhan sektor pertanian didorong oleh berlanjutnya kebijakan pengembangan Food
Estate (FE) serta program Gerakan 3 Kali Ekspor (Gratieks) Pertanian dalam upaya
meningkatkan investasi dan ekspor produk sektor pertanian. Sementara itu, sektor
konstruksi diprakirakan akan tumbuh tinggi pada kisaran 6,3-6,9 persen, didukung oleh
pembangunan infrastruktur IKN pada 2023 dan berlanjutnya pembangunan infrastruktur
prioritas lainnya. Sektor pertambangan akan meningkat pada kisaran 3,2-3,5 persen, seiring
dengan peningkatan produksi pertambangan non-migas dan operasionalisasi KI yang
memerlukan logam dasar. Sektor perdagangan akan pulih dan diprakirakan tumbuh pada
kisaran 5,0-5,6 persen, didorong oleh semakin pulihnya aktivitas ekonomi dan daya beli
masyarakat serta semakin kuatnya peran UMKM. Sementara itu, sektor informasi dan
komunikasi diprakirakan akan tumbuh sebesar 7,8-8,3 persen, didorong oleh tren
digitalisasi, peningkatan konsumsi digital, serta peningkatan kebutuhan SDM Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK).

Peningkatan produktivitas di sektor pariwisata akan didorong oleh pertumbuhan sektor
penyediaan akomodasi dan makan minum sejalan dengan pemulihan mobilitas masyarakat.
Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum akan meningkat pada kisaran 6,6-7,3
persen, didukung oleh pelaksanaan event dan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition
(MICE) internasional, beserta pelaksanaan festival nasional sebagai pendorong kunjungan
wisman dan wisnus. Pembukaan pintu masuk wisatawan mancanegara di berbagai lokasi
juga menjadi momentum bagi pembukaan destinasi pariwisata prioritas sejalan dengan
perbaikan kondisi kesehatan di Indonesia dan negara sumber wisatawan mancanegara.

Produktivitas di sektor ekonomi kreatif diprakirakan akan lebih cepat tumbuh seiring dengan
penguatan industri berbasis konten dan peningkatan konsumsi produk kreatif lokal. Secara
terperinci, produktivitas di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ditentukan oleh (i)
perbaikan kondisi kesehatan di Indonesia dan negara sumber wisatawan mancanegara; (ii)
peningkatan mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian masyarakat di dalam negeri
dan mancanegara; (iii) pemulihan daya beli masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan
tersier seperti pariwisata dan produk kreatif; (iv) peningkatan belanja pemerintah dan
pemerintah daerah untuk menggunakan produk dalam negeri, termasuk produk kreatif; (v)
peningkatan investasi khususnya di 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas yang telah
didukung penyediaan infrastruktur yang memadai; (vi) peningkatan penyelenggaraan event,
festival, MICE, serta produksi film dan musik; (vii) percepatan penggunaan teknologi digital
untuk perluasan pemasaran pariwisata dan produk kreatif; dan (viii) perkembangan start-up
ekonomi kreatif dan digital yang dijalankan oleh generasi muda di berbagai wilayah.

Sektor perdagangan di dalam negeri akan diarahkan untuk mendorong perkuatan ekosistem
perdagangan dan pemanfaatan teknologi, yang pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap
peningkatan produktivitas perekonomian. Hal ini akan dilakukan melalui 3 (tiga) strategi
utama, yakni (i) penguatan logistik nasional untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga
bahan pokok melalui integrasi data pasokan antarpulau/antardaerah dan optimalisasi
pemanfaatan sarana prasarana perdagangan dalam negeri; (ii) pemanfaatan teknologi digital
dan e-commerce melalui peningkatan kapasitas pelaku wusaha perdagangan; serta
(iii) peningkatan persaingan usaha dan perlindungan konsumen melalui penguatan iklim
persaingan usaha yang sehat dan redesain program perlindungan konsumen yang lebih
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bersifat multi channel. Pemanfaatan teknologi digital diharapkan tidak hanya untuk
meningkatkan kapasitas penjualan pelaku usaha perdagangan semata, namun adopsi
teknologi informasi juga diarahkan untuk meningkatkan efisiensi logistik nasional secara
keseluruhan. Selain itu, akan dilakukan penyiapan ekosistem dan mekanisme pengawasan
pelaku usaha yang efektif guna menjamin perkembangan teknologi digital dapat tetap selaras
dengan persaingan usaha yang sehat dan perlindungan konsumen.

Peningkatan produktivitas dan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di
sektor pariwisata dan ekonomi kreatif akan dilaksanakan melalui strategi (i) perluasan
penerapan protokol kesehatan dan standar layanan yang baik; (ii) pengembangan pola
perjalanan yang mudah diakses; (iii) penguatan rantai pasok dan pemasaran pariwisata dan
ekonomi kreatif; (iv) peningkatan diversifikasi atraksi di 5 Destinasi Super Prioritas dengan
dukungan investasi pariwisata, event dan MICE; (v} penguatan desa wisata melalui
penguatan narasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan diversifikasi produk
dan layanan; (vi) percepatan digitalisasi usaha dan produk kreatif; (vii) scaling-up start-up
ekonomi kreatif dan digital; (viii) upskilling dan reskilling SDM pariwisata serta ekonomi
kreatif dan digital; (ix) penguatan ekspor gastronomi melalui “Indonesia Spice Up The World”;
serta (x) perluasan Gerakan Bangga Buatan Indonesia.

(c) Stabilitas Eksternal

Pada tahun 2023, perekonomian global diprakirakan akan semakin kondusif seiring dengan
progres transisi pandemi COVID-19 menuju fase endemi. Hal tersebut akan mendorong
akselerasi aktivitas perdagangan internasional yang lebih tinggi serta tingkat likuiditas global
yang relatif lebih kondusif sejalan dengan selesainya fase tapering off. Sektor pariwisata akan
semakin menggeliat didorong pelonggaran yang terus dilakukan termasuk berakhirnya
penerapan protokol kesehatan, yang didukung kuat oleh jumlah penduduk yang divaksinasi
lengkap dua dosis telah mencapai target. Perkembangan berbagai proyek strategis juga akan
memperkuat perkembangan daya saing nasional terutama dalam mendorong integrasi
ekonomi domestik. Tingkat perdagangan dan investasi juga diprakirakan akan terus
terakselerasi seiring dengan kebijakan hilirisasi ekspor yang semakin meningkat serta
kondisi pasar keuangan yang semakin berkembang dan fundamental ekonomi yang semakin
kuat sehingga akan semakin banyak mengundang investor. Lebih lanjut, reformasi birokrasi
dan reformasi kelembagaan yang terus didorong pemerintah akan semakin memantik
perkembangan investasi yang lebih tinggi di Indonesia.

Selanjutnya, kebijakan perdagangan luar negeri diarahkan untuk mendorong peningkatan
ekspor barang dan jasa yang lebih bernilai tambah tinggi guna meningkatkan produktivitas
perekonomian, dengan berfokus pada peningkatan ekspor produk manufaktur melalui
Gerakan “Ayo Ekspor” dan peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global (Global Value
Chain/GVC). Peningkatan ekspor produk manufaktur dan jasa akan ditempuh melalui (i)
promosi perdagangan yang berfokus pada produk olahan bernilai tambah; (ii) penguatan
informasi ekspor melalui integrasi layanan informasi dan intelijen ekspor menuju one-stop
service export; serta (iii) redesain program pendidikan dan pelatihan ekspor yang berfokus
pada kebutuhan eksportir. Sementara, peningkatan partisipasi dalam GVC akan dilakukan
melalui (i) penyiapan ekosistem dan infrastruktur ekspor; (ii) fasilitasi Usaha Kecil dan
Menengah (UKM) produsen untuk berpartisipasi dalam GVC; serta (iii) penguatan
konektivitas domestik dan logistik ekspor. Kedua strategi utama tersebut akan didukung oleh
(i) pemanfaatan teknologi digital dan online channel (e-commerce); (ii) diversifikasi pembiayaan
ekspor; serta (iii) penguatan diplomasi perdagangan terutama hambatan nontarif.
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(iii) Defisit dan Pembiayaan Anggaran

Pada tahun 2023 defisit diarahkan kembali ke 3 persen PDB, sehingga menjadi
pertimbangan pada kebijakan pembiayaan sebagai berikut

mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif, terarah, dan terukur;

(1)
(2)
(3)
(4)
()

6)

(7)

melakukan pengelolaan utang secara prudent dan sustainable;

mengendalikan tingkat risiko utang pada level yang aman dan terkendali;
mendukung pendalaman pasar (financial deepening);

pemanfaatan SAL untuk menjaga stabilitas ekonomi dan antisipasi ketidakpastian;
mendorong efektivitas pembiayaan investasi untuk mendukung transformasi
ekonomi;

mendorong inovasi pembiayaan (al. penguatan peran BUMN, BLU, Sovereign Wealth
Fund (SWF) dan Special Mission Vehicle (SMV), serta mendorong skema KPBU lebih
masif); serta

pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) yang semakin selektif dengan
mempertimbangkan kapasitas operasional dan kinerja keuangan BUMN serta
kesinambungan fiskal.

Berdasarkan penerimaan, belanja, dan pembiayaan anggaran tersebut di atas, rincian
sasaran fiskal tahun 2023 dapat dilihat dalam Tabel 2.13 berikut.

Tabel 2.13
Sasaran Fiskal Tahun 2023 (Persen PDB)

Uraian RPJMN= Sasaranb)
Pendapatan Negara dan Hibah ) 12,8-14,1 11,2-12,2
Penerimaan Perpajakan 10,5~-11,7 9,3-10,0
PNBP 2,2-2,3 1,9-2,2
Belanja Negara 14,3-15,8 13,8-15,1
Belanja Pemerintah Pusat 9,4-10,7 9,9-10,9
TKD 4,9-5,1 4,0-4,2
Keseimbangan Primer 0,2-0,0 (0,5)-(0,6)
Surplus/Defisit (1,6)—(1,7) (2,6)-(2,9)
Rasio Utang 28,9-29,6 40,6-42,4

Sumber: Kementerian PPN /Bappenas 2022.

Keterangan: a) RPJMN Tahun 2020-2024; b) Kesepakatan Panja Asumsi Dasar, Kebijakan
Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan.

Catatan: Angka dalam kurung “(x,x)” bernilai negatif.

(e) Stabilitas Moneter

Sejalan dengan prakiraan pemulihan ekonomi yang kuat pada tahun 2023, kebijakan
pengendalian inflasi diarahkan pada upaya menjaga 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan
pasokan, kelancaran distribusi, serta efektivitas komunikasi) yang mendukung upaya
peningkatan daya saing perekonomian pascapandemi COVID-19. Kebijakan 4K tersebut
menekankan akselerasi perbaikan struktural melalui digitalisasi secara komprehensif dari
hulu ke hilir. Kebijakan pengendalian inflasi tersebut mencakup upaya menjaga (i) kestabilan
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harga melalui pengelolaan permintaan; (ii) ketersediaan pasokan yang berfokus pada
produksi dalam negeri, CPP, dan penguatan kelembagaan; (iii) kelancaran distribusi yang
berfokus pada penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dan infrastruktur perdagangan,;
serta (iv) komunikasi efektif yang berfokus pada perbaikan kualitas data, koordinasi pusat-
daerah, dan pengelolaan ekspektasi.

Selanjutnya, untuk mitigasi risiko peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global yang
berasal dari normalisasi kebijakan moneter The Fed dan sejumlah negara Advanced
Economies (AEs) pada tahun 2023, maka kebijakan nilai tukar Rupiah diarahkan pada
bauran kebijakan moneter yang selaras dengan kebijakan fiskal, makroprudensial, sektor
keuangan, dan sektor riil (terutama ekspor). Bauran kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah
dilakukan dengan cara (i) memperkuat triple intervention di pasar valas; (ii) memperkuat
strategi operasi moneter untuk memperkuat efektivitas stance kebijakan moneter akomodatif;
(iii} menjaga inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil; (iv) menetapkan tingkat suku bunga
BI7DRR yang optimal dan mendukung pemulihan ekonomi nasional; (v) mendorong
akselerasi transmisi kebijakan moneter melalui akselerasi pendalaman pasar uang dan pasar
valas sesuai Blueprint Pendalaman Pasar Uang (BPPU) 2025; (vi) pengembangan ekonomi-
keuangan inklusif pada UMKM dan ekonomi keuangan syariah; (viij) mendorong percepatan
digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional; serta (viii) memperkuat kebijakan internasional
dengan memperluas kerja sama cross border payment connectivity, fasilitasi penyelenggaraan
promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas. Upaya-upaya tersebut ditempuh
untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamentalnya dan mekanisme
pasar.

Sinergi kebijakan moneter, kebijakan fiskal, makroprudensial, sektor keuangan, dan sektor
riil merupakan kunci keberhasilan percepatan pemulihan ekonomi nasional di tengah
tingginya ketidakpastian ekonomi global. Koordinasi antara pemerintah, Bank Indonesia, dan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus diperkuat untuk mengatasi permasalahan yang timbul
akibat dinamika perekonomian global dan pandemi COVID-19 sehingga stabilitas makro
ekonomi dan sistem keuangan tetap terjaga.

(f) Stabilitas Sistem Keuangan

Dalam perspektif ke depan, sektor jasa keuangan masih dihadapkan oleh berbagai
tantangan, baik dari domestik maupun global. Normalisasi kebijakan moneter berbagai
negara di dunia yang dimulai pada awal tahun 2022 berpotensi memengaruhi kondisi
likuiditas dan aliran modal ke Indonesia. Untuk itu, percepatan pendalaman sektor keuangan
(baik konvensional maupun syariah), tetap dilakukan di tengah risiko normalisasi likuiditas
dunia. Pemulihan sektor jasa keuangan difokuskan pada (i) peningkatan edukasi dan literasi
keuangan, (ii) peningkatan penyaluran kredit atau pembiayaan kepada sektor riil (termasuk
pada UMKM]), (iii) penguatan regulasi sektor keuangan, (iv) perluasan basis investor ritel, (v)
percepatan digitalisasi sektor keuangan dengan tetap memperhatikan aspek risiko dan
perlindungan konsumen, (vi) penguatan ketahanan dan kesehatan industri jasa keuangan,
serta (vii) peningkatan pembiayaan hijau dan berkelanjutan.

(g) Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkesinambungan
(i) Tingkat Pengangguran Terbuka

Gambaran positif sasaran pertumbuhan ekonomi yang disokong oleh upaya pemulihan
ekonomi diprakirakan berdampak positif pada penciptaan lapangan kerja dan mengurangi
tingkat pengangguran. Dengan upaya perbaikan di segala bidang, TPT pada tahun 2023
diprakirakan akan berada di kisaran 5,3-6,0 persen.

Prospek pemulihan ekonomi tahun 2023 yang relatif positif di seluruh wilayah diprakirakan
dapat menurunkan TPT wilayah Sumatera pada kisaran 4,6-5,3 persen, Jawa-Bali 6,0-6,7
persen, Nusa Tenggara 2,7-3,1 persen, Kalimantan 4,5-5,2 persen, Sulawesi 4,2-4,8 persen,
Maluku 5,4-5,9 persen, dan Papua 3,4-3,8 persen.
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akurasi penargetan bantuan sosial; (3) integrasi dan penyederhanaan program serta
penyaluran bantuan sosial secara digital, cepat, dan responsif kebencanaan; (4) penguatan
kelembagaan pelatihan vokasi di seluruh Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja
masa depan; (5) pengembangan UMKM sebagai salah satu penggerak utama ekonomi
kelompok menengah; (6) penguatan kebijakan fiskal untuk redistribusi yang merata; dan (7)
pemberian bantuan sosial langsung dan bantuan sembako untuk mempertahankan daya beli
masyarakat terutama kelas menengah ke bawah.

(iv)] Indeks Pembangunan Manusia

Upaya untuk percepatan pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing ditandai
dengan terus meningkatnya IPM hingga mencapai 72,29 (2021). Walaupun meningkat, IPM
hanya naik sebesar 0,35 poin dari tahun 2020. Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak tahun
2020 masih memengaruhi aktivitas ekonomi penduduk sehingga berdampak pada komponen
pengeluaran perkapita. Namun, capaian ini membaik dibandingkan tahun 2020 sebagai hasil
dari upaya vaksinasi dan berbagai paket kebijakan dalam rangka pemulihan ekonomi akibat
pandemi yang telah dilakukan oleh pemerintah. Pemulihan ekonomi pada tahun 2023 juga
akan bergantung pada penanganan dan pengendalian COVID-19.

Pada tahun 2023, IPM Indonesia ditargetkan mencapai 73,31-73,49, melalui

(1) peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang difokuskan pada penguatan
pelayanan kesehatan ibu dan anak, Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi,
pelayanan gizi, pelayanan kesehatan usia lanjut, serta pengendalian penyakit didukung
dengan percepatan penguatan sistem kesehatan nasional dan pembudayaan masyarakat
hidup sehat;

(2) peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas melalui peningkatan kualitas
pengajaran dan pembelajaran termasuk pembelajaran jarak jauh dan pemanfaatan
teknologi dalam pendidikan, peningkatan akses di semua jenjang pendidikan terutama
dalam percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun dan pendidikan tinggi, dengan
perhatian khusus pada penanganan anak tidak sekolah dan keberpihakan pada anak
dari keluarga kurang mampu; dan

(3) upaya di bidang ekonomi terutama peningkatan produktivitas di seluruh sektor,
penguatan pemulihan sosial yang inklusif melalui distribusi bantuan sosial dan subsidi
kepada masyarakat kelompok berpenghasilan rendah, dan insentif kepada dunia usaha.
Selain itu, UU Cipta Tenaga Kerja dan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) diharapkan
dapat menciptakan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan kapasitas produktif
perekonomian yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat.

(v) Ekonomi Hijau dan Rendah Karbon

Akselerasi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 diproyeksikan akan meningkatkan emisi
GRK sejalan dengan aktivitas industri dan mobilitas penduduk yang kembali normal. Aksi
pembangunan rendah karbon diarahkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
program pemulihan dan transformasi ekonomi. Hal tersebut kemudian menjadi dasar untuk
melaksanakan transisi dari kegiatan perekonomian yang intensif karbon menjadi kegiatan
perekonomian yang lebih ramah lingkungan, menciptakan lebih banyak green jobs, dan
meminimalkan dampak terhadap peningkatan laju emisi GRK, seperti (1) mempercepat
transisi menuju Energi Baru Terbarukan (EBT), (2) revitalisasi perkebunan rakyat untuk
meningkatkan produktivitas dan mengurangi laju deforestasi, serta (3) mendorong usaha
kecil dan menengah yang bergerak di bidang pengelolaan sampah untuk mengurangi emisi
dari limbah padat. Secara bersamaan, berbagai aksi pembangunan rendah karbon yang
memiliki kontribusi signifikan dan berdampak langsung pada penurunan emisi juga periu
ditingkatkan, utamanya pada sektor lahan (landbased), energi, industri, pengelolaan limbah,
serta pesisir dan laut (blue carbon).
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Secara khusus, transisi energi menjadi salah satu isu prioritas dalam pencapaian ekonomi
hijau dan rendah karbon. Transisi menuju penggunaan energi yang rendah karbon untuk
peningkatan produktivitas EBT dilaksanakan melalui berbagai strategi, yaitu (1) optimalisasi
penambahan kapasitas terpasang PLT EBT, terutama di daerah dengan defisit listrik, melalui
mobilisasi berbagai skema pendanaan dan insentif fiskal; (2) peningkatan kualitas data
potensi EBT secara masif sebagai bentuk dukungan penurunan risiko (de-risking)
pengembangan proyek EBT; serta (3) pemenuhan produksi biofuel sesuai kebutuhan
domestik. Sementara itu, strategi yang mendukung inklusivitas dalam transisi energi rendah
karbon, antara lain: (1) penyelesaian segala hambatan dan permasalahan pembangunan PLT
energi terbarukan (ET) on-grid yang sudah termuat dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga
Listrik (RUPTL) PLN 2021-2030, serta pembangunan PLT ET off-grid untuk daerah 3T; (2)
restrukturisasi subsidi energi fosil ke subsidi EBT secara bertahap; dan (3) penguatan
kewenangan pemda dalam pengelolaan EBT skala kecil.

Pencapaian target pembangunan rendah karbon dalam pengurangan emisi juga didukung
oleh implementasi ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular merupakan model ekonomi yang
menggunakan pendekatan sistem dalam kegiatan produksi hingga konsumsi dengan
meminimalkan penggunaan sumber daya dan timbulan limbah, mempertahankan daya guna
material, dan bersifat regeneratif. Penerapan ekonomi sirkular berpotensi meningkatkan
masa guna produk dan mengurangi kebutuhan material baru serta pengurangan emisi
khususnya yang berkaitan dengan ekstraksi sumber daya dan produksi material. Dalam
kegiatan industri, penerapan ekonomi sirkular yang berfokus pada resource efficiency
berpotensi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, menghemat penggunaan air, dan
mengurangi limbah yang dihasilkan. Selain itu, penerapan ekonomi sirkular juga dapat
meningkatkan PDB dan menciptakan lapangan pekerjaan hijau baru (green jobs). Ke
depannya, arah kebijakan ekonomi sirkular perlu difokuskan kepada (1) penurunan emisi
GRK; (2) peningkatan produktivitas material; (3) peningkatan substitusi penggunaan material
daur ulang terhadap virgin material untuk penyediaan bahan baku, bahan penolong, dan
barang jadi; (4) peningkatan tingkat daur ulang material; dan (5) standardisasi produk
sirkular.

Ekonomi hijau dan rendah karbon juga perlu didukung oleh penerapan investasi hijau untuk
dapat mencapai target transisi dan transformasi ekonomi. Arah kebijakan investasi hijau
diarahkan pada (1} strategi perbaikan regulasi investasi yang komprehensif, (2) strategi
perbaikan skema pendanaan dan keberlanjutan riset dan pengembangan teknologi hijau, (3)
program inovasi pembiayaan pembangkit EBT blended financing, (4) penerapan program
pengembangan instrumen keuangan berbasis pasar, (5) perbaikan skema insentif untuk
mendorong investasi transportasi ramah lingkungan, dan (6) pengembangan pertanian
berkelanjutan.

Melalui berbagai kebijakan-kebijakan tersebut di atas, diharapkan kinerja penurunan emisi
GRK pada tahun 2023 dapat mencapai 27,02 persen terhadap baseline. Besaran angka
tersebut menunjukkan bahwa persentase penurunan emisi GRK kembali pada jalurnya,
sebagaimana target yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

(vi) Nilai Tukar Petani (NTP)

Pada tahun 2023, NTP dijaga pada kisaran 105-107. Dengan nilai NTP tersebut,
menunjukkan adanya kestabilan kesejahteraan petani. Kebijakan untuk menjaga NTP pada
nilai 105-107 diarahkan pada kegiatan-kegiatan produktivitas pangan dan pertanian serta
penciptaan nilai tambah pertanian melalui (1) jaminan ketersediaan input pertanian; (2)
modernisasi pertanian (pertanian presisi, pertanian digital); (3) pembentukan korporasi
petani dan nelayan; (4) food estate (kawasan sentra produksi pangan); (5) efisiensi distribusi
pangan melalui penguatan konektivitas produksi (jalan usaha tani) dan sistem logistik
pangan; (6) pertanian regeneratif;, (7) standardisasi proses dan produk pertanian; (8)
transformasi sistem pangan; (9) percepatan transformasi platform e-commerce
pertanian/rantai pasok online; serta (10) pengolahan primer produksi pangan dan pertanian
serta regenerasi petani.

-11.46 -

SK No 113553 A



a@{zﬂéﬁﬁ%

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(vii) Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Dalam rangka pencapaian sasaran NTN tahun 2023 pada kisaran 107-108, upaya yang
dilakukan difokuskan pada peningkatan pendapatan nelayan dan stabilisasi pengeluaran
nelayan melalui (1) peningkatan produksi dan daya saing produk perikanan tangkap melalui
bantuan prasarana dan sarana perikanan tangkap; (2) peningkatan mutu produk perikanan
tangkap melalui penguatan sistem rantai dingin dan logistik perikanan; (3) peningkatan
kapasitas nelayan, termasuk peningkatan pemanfaatan teknologi penangkapan, perbaikan
penanganan hasil tangkapan, manajemen usaha, dan peningkatan kompetensi/sertifikasi
nelayan melalui pendampingan dan pelatihan; (4) penguatan korporasi nelayan dan penataan
kampung nelayan; (5) perlindungan nelayan, termasuk bantuan premi asuransi nelayan dan
fasilitasi sertifikasi tanah nelayan; dan (6) kemudahan perizinan dan fasilitasi pembiayaan
nelayan.

(viii) Pemerataan Pembangunan

Pada tahun 2023, rata-rata pertumbuhan ekonomi Kawasan Timur Indonesia (KTI)
diprakirakan akan lebih tinggi dibandingkan dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI).
Akselerasi pertumbuhan ekonomi KTI merupakan kontribusi dari membaiknya kinerja
pertambangan, dampak program hilirisasi pertambangan yang mampu meningkatkan
produktivitas dan nilai tambah, mulai beroperasinya Kawasan Industri (KI)/Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK) baru, operasionalisasi smelter baru, implementasi program lumbung
ikan nasional, serta kinerja food estate. Harga komoditas internasional, khususnya baja dan
besi yang diproyeksikan akan tetap tinggi, berperan dalam mendorong pertumbuhan
ekonomi KTI. Pertumbuhan ekonomi di Wilayah KTI diprakirakan sebesar 6,2-6,9 persen,
sementara di KBI pertumbuhan diprakirakan sebesar 5,1-5,6 persen.

Pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara pada 2023 diprakirakan mencapai 5,1-5,7 persen,
didorong oleh peningkatan produksi tembaga, peningkatan ekspor konsentrat tembaga
sebagai hasil program hilirisasi, serta peningkatan sektor pariwisata yang didukung oleh
beroperasinya KEK Mandalika, terminal multipurpose Labuan Bajo, serta pembangunan
infrastruktur Bandara Komodo. Sejalan dengan target pertumbuhan tersebut, tingkat
kemiskinan diprakirakan akan menurun hingga 13,8-14,8 persen dan tingkat pengangguran
menurun hingga 2,7-3,1 persen.

Ekonomi Wilayah Kalimantan diprakirakan tumbuh 5,5-6,0 persen. Pertumbuhan wilayah
ini didukung oleh keberlanjutan proyek pengembangan kawasan sentra produksi pangan
(food estate) Kalimantan Tengah, pengembangan kawasan industri hijau, proyek
pembangunan infrastruktur pendukung IKN, operasionalisasi Pelabuhan Kijing, dan
pengembangan Kawasan Industri yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) di
antaranya KI Landak, KI Ketapang, KI Jorong, KI Tanah Kuning, serta proyek hilirisasi sektor
energi termasuk biodiesel. Peningkatan ekspor minyak kelapa sawit, kayu, dan batu bara
seiring dengan pemulihan ekonomi global diprakirakan juga memberikan kontribusi dalam
pertumbuhan ekonomi Kalimantan. Kegiatan ekonomi ini diprakirakan dapat juga
menyumbang pada penurunan angka kemiskinan hingga di angka 4,3-5,1 persen.
Keberlanjutan proyek di Wilayah Kalimantan diprakirakan akan meningkatkan penciptaan
lapangan kerja baru di wilayah tersebut dan mampu menurunkan TPT hingga pada kisaran
4,5-5,2 persen.

Pertumbuhan ekonomi di Wilayah Sulawesi pada tahun 2023 diproyeksikan mencapai 7,1-
7,8 persen. Selanjutnya, TPT diproyeksikan menurun pada kisaran 4,2-4,8 persen. Mulai
beroperasinya KI Bantaeng, KI Morowali, KI Konawe, KEK Palu, KEK Likupang, KEK Bitung,
operasionalisasi smelter, dan peningkatan harga komoditas baja dan besi serta produk
turunannya, merupakan faktor yang mendukung tingkat pertumbuhan ekonomi dan
penurunan angka pengangguran. Selain dari aktivitas kegiatan ekonomi, perbaikan data dan
perluasan cakupan registrasi sosial ekonomi untuk meningkatkan akurasi penargetan
program-program perlindungan sosial diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan
menjadi 8,3-8,8 persen.
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Implementasi program Ilumbung ikan nasional, peningkatan produksi feronikel, dan
pembangunan pabrik bahan baku baterai kendaraan listrik diprakirakan akan terus
mendorong pertumbuhan ekonomi Maluku pada tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi
diprakirakan mencapai sebesar 9,2-10,0 persen. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut
ditargetkan dapat menyumbang pada penurunan angka kemiskinan menjadi sebesar 10,6—
11,4 persen dan menurunkan angka TPT pada kisaran 5,4-5,9 persen.

Pertumbuhan ekonomi Papua tahun 2023 diprakirakan akan mencapai 7,3-8,4 persen,
didorong oleh perbaikan kinerja dan produktivitas pertambangan tembaga dan emas.
Peningkatan investasi seiring dengan implementasi Proyek Strategis Nasional, di antaranya
KEK Sorong, KI Teluk Bintuni, pembangunan Bandara Siboru Fakfak, Bandara Nabire Baru
dan Pelabuhan Internasional Seget di Kabupaten Sorong juga menjadi faktor pendorong
pertumbuhan ekonomi Papua. Sejalan dengan hal tersebut, perbaikan penyaluran program-
program perlindungan sosial yang diiringi oleh perbaikan infrastruktur dasar diharapkan
dapat menurunkan angka kemiskinan di angka 22,0-23,6 persen. Penguatan perekonomian
di Papua diprakirakan mampu menurunkan TPT di wilayah tersebut hingga pada kisaran
3,4-3,8 persen.

Meskipun pertumbuhan KBI diproyeksikan lebih rendah dibandingkan KTI, pertumbuhan
tersebut tetap menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi karena kontribusinya yang besar
terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Sumatera diprakirakan
akan didorong oleh adanya peningkatan volume ekspor seiring dengan tetap tingginya harga
komoditas CPO dan batu bara. Hal ini didukung oleh adanya komitmen perjanjian
perdagangan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang berpotensi untuk
meningkatkan hubungan perdagangan dan kerja sama Indonesia dengan Cina, Jepang,
Korea Selatan, dan Australia. Beroperasinya beberapa KI/KEK, berlanjutnya pembangunan
proyek jalan Tol Trans Sumatera, dan peningkatan investasi swasta dalam proses hilirisasi
industri, juga akan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Sumatera. Pertumbuhan
ekonomi diprakirakan tumbuh sebesar 4,7-5,2 persen pada tahun 2023. Aktivitas ekonomi
ini diharapkan dapat juga berdampak secara inklusif untuk seluruh penduduk terutama
penduduk miskin dan rentan sehingga dapat menyumbang pada penurunan kemiskinan
sebesar 8,2-8,6 persen. TPT di Wilayah Sumatera pun diprakirakan menurun menjadi 4,6—
5,3 persen.

Sementara itu, ekonomi Wilayah Jawa-Bali pada tahun 2023 diprakirakan tumbuh 5,3-5,8
persen. Pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa ditopang oleh beberapa faktor, termasuk
dilanjutkannya proyek infrastruktur strategi yang mendorong peningkatan investasi, seperti
operasionalisasi KI Terpadu Batang, pengembangan KEK Lido, KEK Gresik, dan KEK
Singhasari. Peningkatan efisiensi sistem logistik mendorong meningkatnya permintaan
barang dan jasa di pasar domestik maupun pasar dunia. Perekonomian di Bali diprakirakan
akan mulai pulih perlahan, didorong oleh peningkatan kunjungan wisatawan nusantara dan
relaksasi perjalanan internasional seiring dengan meredanya pandemi COVID-19.
Peningkatan aktivitas ekonomi yang terus didukung oleh perbaikan dan penguatan program-
program afirmasi diharapkan dapat menurunkan kemiskinan di Wilayah Jawa-Bali menjadi
6,9-7,6 persen. Peningkatan aktivitas ekonomi ini pun diprakirakan akan mampu
menurunkan TPT di Wilayah Jawa-Bali hingga pada kisaran 6,0-6,7 persen. Untuk
mendukung proses pemulihan ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia, upaya strategis
ketenagakerjaan diarahkan pada program peningkatan keahlian tenaga kerja melalui
revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, pembangunan sistem informasi pasar
kerja yang terintegrasi, dan penguatan sistem perlindungan sosial bagi para pekerja.
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Tabel 2.14
Sasaran Pembangunan Wilayah Tahun 2023

Wilayah RPJMN= 2023v
Sumatera
Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,0 4,7-5,2
Tingkat Kemiskinan (%) 7,769 8,2-8,6
Tingkat Pengangguran (%) 3,6 4,6-5,3
Jawa-Bali
Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,9 5,3-5,8
Tingkat Kemiskinan (%) 6,50¢ 6,9-7,6
Tingkat Pengangguran (%) 4,1 6,0-6,7

Nusa Tenggara

Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,0 5,1-5,7
Tingkat Kemiskinan (%) 12,75¢9) 13,8-14,8
Tingkat Pengangguran (%) 2,1 2,7-3,1
Kalimantan

Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,7 5,5-6,0
Tingkat Kemiskinan (%) 3,729 4,3-5,1
Tingkat Pengangguran (%) 3,4 4,5-5,2
Sulawesi

Pertumbuhan Ekonomi (%) 7,6 7,1-7,8
Tingkat Kemiskinan (%) 7,74¢) 8,3-8,8
Tingkat Pengangguran (%) 3,5 4,2-4.8
Maluku

Pertumbuhan Ekonomi (%) 7,3 9,2-10,0
Tingkat Kemiskinan (%) 9,459 10,6-11,4
Tingkat Pengangguran (%) 4,6 5,4-5,9
Papua

Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,6 7,3-8,4
Tingkat Kemiskinan (%) 18,67¢ 22,0-23,6
Tingkat Pengangguran (%) 2,5 3,4-3,8

Sumber: Kementerian PPN /Bappenas, 2022.

Keterangan: a) Pertumbuhan ekonomi merupakan rata-rata tahun 2020-2024, sementara
tingkat pengangguran merupakan target 2024 pada RPJMN Tahun 2020-2024; b) Prakiraan
Kementerian PPN /Bappenas, Februari 2022; c¢) Trajectory RPJMN Tahun 2020-2024 di tahun
2023.
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2.2.3.2 Sumber Pembiayaan

Untuk memenuhi kebutuhan investasi pada tahun 2023, dibutuhkan sumber pembiayaan
yang dapat diperoleh dari instrumen pembiayaan investasi seperti kredit perbankan,
penerbitan saham, penerbitan obligasi, dana internal BUMN, serta dana internal masyarakat.
Dana internal masyarakat merupakan penyumbang terbesar dalam sumber pembiayaan
dalam negeri, yaitu sebesar 72,4-76,3persen dari total pembiayaan investasi.

Tabel 2.16
Sumber Pembiayaan Investasi Tahun 2023 (Persen)

Uraian Share (Persen)
Kredit Perbankan 6,8-7,2
Penerbitan Saham 1,2-1,3
Penerbitan Obligasi 11,3-14,0
Dana Internal BUMN 4,4-5,2
Dana Internal Masyarakat 76,3-72,4

Sumber: Perhitungan sementara Kementerian PPN/Bappenas, 2022.
2.2.4 Rencana Investasi Prioritas BUMN
2.2.4.1 Peran Penting Investasi BUMN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah salah satu pemangku kepentingan dalam
pembangunan nasional. Peran penting BUMN dalam pembangunan juga tercantum dalam
UU Nomor 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Maksud dan tujuan
pendirian BUMN antara lain adalah untuk (1) memberikan kontribusi positif bagi
perkembangan dan pertumbuhan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan
negara pada khususnya, serta (2) menyelenggarakan kebermanfaatan umum dan menjadi
perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan
koperasi.

Sebagai salah satu agen pembangunan (agent of development), posisi BUMN adalah sebagai
garda terdepan dalam mendukung inisiatif-inisiatif strategis pemerintah guna mencapai
sasaran pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan asas penyelenggaraan negara
yang bersih, sehat, dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Salah satu
bentuk dukungan BUMN adalah investasi BUMN (capital expenditure/capex), yang
mendukung dan selaras dengan PN dan Major Projects (MP).

Investasi BUMN diklasifikasikan sebagai Proyek Prioritas BUMN dalam RKP Tahun 2023 jika
memenuhi kriteria untuk mendukung pencapaian sasaran nasional tahun 2023. Adapun
kriteria dari Proyek Prioritas BUMN dalam RKP Tahun 2023 adalah:

(1) investasi (capex) BUMN sebagai aksi korporasi, yang selaras dengan PN dan Major
Projects tahun 2023;

(2) investasi (capex) BUMN sebagai penugasan pemerintah dalam mendukung Major
Projects. Penugasan pemerintah dapat berupa kegiatan yang ditetapkan oleh peraturan
presiden, penugasan dari K/L, ataupun sebagai hasil kesepakatan; dan

(3) investasi melalui PMN sebagai penugasan dari pemerintah kepada BUMN.

Seiring dengan Proyek Prioritas BUMN yang merupakan proyek untuk mendukung PN,
pemerintah akan berkontribusi dalam memastikan pelaksanaan proyek tersebut, yang antara
lain pengawalan dalam siklus end-to-end proyek yang dimulai dari inisiasi-perencanaan-
groundbreaking-konstruksi-operasi-project closure, monitoring, de-bottlenecking, dan
koordinasi lintas lembaga. Oleh karena itu, pemerintah akan memberikan dukungan, antara
lain.
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Prioritas Nasional 1 bertujuan untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan
yang berkualitas dan berkeadilan. Kebijakan pembangunan pada PN 1 diarahkan untuk
mendukung pemulihan aktivitas produksi, serta peningkatan nilai tambah dan produktivitas
dengan mengoptimalkan keterkaitan antara sektor primer, sekunder, dan tersier. Untuk itu,
terdapat 26 Proyek Prioritas BUMN dengan total nilai investasi sebesar Rp35,52 triliun yang
mendukung terlaksananya sasaran dan indikator pembangunan pada PN 1.

Prioritas Nasional 2 bertujuan mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan
menjamin pemerataan. Kebijakan pembangunan wilayah pada PN 2 diarahkan untuk
menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa, mempercepat
pemulihan dampak pandemi COVID-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi,
mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan meningkatkan pemerataan kualitas
hidup antarwilayah. Terdapat 15 Proyek Prioritas BUMN dengan total nilai investasi sebesar
Rp3,53 triliun yang mendukung Major Project pada PN 2.

Prioritas Nasional 3 bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan
berdaya saing. Pembangunan SDM pada tahun 2023 akan ditekankan pada Reformasi Sistem
Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, Percepatan Penurunan Kematian
Ibu dan Stunting, Pembangunan Science Technopark (Optimalisasi Triple Helix di 4 Major
Universitas), serta Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0. Untuk mencapai
sasaran dan indikator yang akan diwujudkan dalam rangka meningkatkan sumber daya
manusia berkualitas dan berdaya saing, terdapat 3 Proyek Prioritas BUMN dengan total nilai
investasi sebesar Rp2,10 triliun yang mendukung Major Project pada PN 3.

Prioritas Nasional 4 fokus pada pengembangan revolusi mental dan pembangunan
kebudayaan. Untuk mencapai sasaran dan indikator yang akan diwujudkan dalam rangka
revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, terdapat 1 Proyek Prioritas BUMN dengan
total nilai investasi sebesar Rp1,56 triliun yang mendukung PN 4.

Prioritas Nasional 5 bertujuan untuk memperkuat infrastruktur untuk mendukung
pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Pembangunan infrastruktur tahun 2023 akan
mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural melalui program prioritas pada
pengembangan Infrastruktur Pelayanan Dasar, Infrastruktur Ekonomi, Infrastruktur
Perkotaan, Energi dan Ketenagalistrikan, serta Transformasi Digital. Untuk mencapai
sasaran dan indikator yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat infrastruktur untuk
mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, terdapat 37 Proyek Prioritas
BUMN dengan total nilai investasi sebesar Rp220,99 triliun yang mendukung Major Project

pada PN 5.
Tabel 2.17
Daftar Jumlah Proyek Investasi BUMN dalam Major Project
PN No. Major Project Jumlah ngﬁl; Investasi
1 ﬁkselerasi'Pengen:lbangan Energi Terbarukan dan 2 proyek
onservasi Energi
2 Destinasi Pariwisata Prioritas 4 proyek
PN 1 3 Industri 4.0 pada 7 Subsektor Industri Prioritas 9 proyek
4 Kawasan Industri Prioritas dan Smelter 6 proyek
5 gz?agrllliaégg \I{Iiir;;r;ln Usaha Serta 350 Korporasi 5 proyek
6 Pembangunan Ibu Kota Nusantara 14 proyek
2 7 Pembangunan Wilayah Batam-Bintan 1 proyek
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Jumlah Proyek Investasi

PN No. Major Project BUMN
PN 3 8 Reformasi Sistem Kesehatan Nasional 3 proyek
PN 4 9 -* 1 proyek

10 Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan 3 proyek
Rumah)
11 Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta 1 provek
Sambungan Rumah proy
12 Jalan Tol Trans Sumatera Aceh — Lampung 1 proyek
13 Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu 4 proyek
KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta—
14 Semarang dan Jakarta—-Bandung) 1 proyek
PN 5 15 Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak 6 proyek
Penyediaan Tenaga Listrik: Pembangkit Listrik
16 27.000 MW, Transmisi 19.000 kms dan Gardu 13 proyek
Induk 38.000 MVA
17 Rumah Susun Perkotaan (1 Juta) 4 proyek
18 Transformasi Digital 2 proyek
Sistem Angkutan Umum Massal di 6 Wilayah
19 Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, 2 proyek
Medan, Semarang, dan Makassar
Total 82 proyek

Keterangan: *) Proyek yang tercantum pada Prioritas Nasional 4 merupakan proyek Rumah Indonesia di Mekkah
dan tidak termasuk ke dalam Major Project tertentu

Catatan: Data sementara per tanggal 23 Juni 2022

2.2.5 Rencana Investasi Prioritas Swasta

(1) Perkembangan Terkini Investasi Swasta di Indonesia

Investasi memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia. Dalam lima tahun terakhir,
kontribusi investasi dalam bentuk PMTB terhadap PDB rata-rata mencapai 32,4 persen.
Pemulihan ekonomi Indonesia di tahun 2021 pun salah satunya didorong oleh investasi.
Pertumbuhan PMTB terus menunjukkan tren yang positif sejak triwulan II-2021 didorong
oleh tingkat kepercayaan investor yang membaik. Hingga pada akhir tahun 2021,
pertumbuhan PMTB mampu mencapai 3,8 persen dan menjadi sumber pertumbuhan
ekonomi kedua terbesar setelah ekspor, walaupun secara nilai masih belum kembali ke level
sebelum pandemi pada tahun 2019.
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Kinerja investasi yang sedemikian baik ini diharapkan dapat terus terjaga sepanjang tahun
2022, dan berlanjut pada tahun 2023. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3-
5,9 persen pada tahun 2023, pertumbuhan investasi (PMTB) diharapkan mencapai 6,1-6,7
persen dan kebutuhan investasi swasta/masyarakat diprakirakan mencapai Rp5.761,2~
Rp5.807,4 triliun, atau 85,9-87,6 persen dari total kebutuhan investasi. Investasi swasta
tahun 2023 utamanya akan diarahkan pada percepatan realisasi proyek-proyek investasi
swasta yang dapat meningkatkan produktivitas perekonomian sekaligus mendorong
inklusifitas, seperti investasi pada sektor industri pengolahan terutama yang berorientasi
ekspor dan atau mengubah kompleksitas ekspor nasional, investasi pada sektor digital dan
berbasis teknologi, serta investasi yang memberikan dampak multiplier bagi perekonomian.

2.3 Strategi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah tahun 2023 diarahkan untuk mempercepat pemulihan kondisi sosial
ekonomi masyarakat dan daerah, meningkatkan pemerataan pembangunan antarwilayah,
serta mendorong percepatan pertumbuhan dan peningkatan peran wilayah di luar Jawa-Bali
dengan tetap menjaga prospek pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali.

2.3.1 Tujuan Pengembangan Wilayah

Sejalan dengan berbagai upaya yang dilakukan pada tahun 2022, pengembangan wilayah
pada tahun 2023 ditujukan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi COVID-19
dengan mengadopsi cara-cara baru dan pengembangan sumber pertumbuhan baru seiring
pergeseran preferensi permintaan konsumen ke arah gaya hidup sehat dan pembangunan
berkelanjutan. Pengembangan wilayah juga bertujuan untuk memperbaiki rantai produksi
dan rantai nilai di tingkat wilayah, dan meningkatkan keunggulan kompetitif perekonomian
masing-masing wilayah. Dalam perspektif kesinambungan transformasi sosial ekonomi
nasional, pengembangan wilayah diarahkan untuk semakin memperkuat integrasi
perekonomian domestik dan mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah. Untuk
mencapai tujuan dan arah kebijakan tersebut, strategi pengembangan wilayah dilakukan
melalui pendekatan pertumbuhan dan pendekatan pemerataan secara terpadu yang
ditunjang dengan penguatan ketahanan terhadap bencana.

Secara umum, pemantapan pemulihan ekonomi dan transformasi sosial ekonomi wilayah
dilakukan dengan mendorong hilirisasi industri berbasis sumber daya alam untuk
memperkuat rantai nilai di daerah, meningkatkan produktivitas komoditas unggulan
wilayah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat konektivitas dan
perdagangan antarwilayah. Fokus percepatan pertumbuhan wilayah adalah mendorong
realisasi investasi, khususnya di kawasan-kawasan strategis, melalui penerapan sistem
Online Single Submission (OSS). Salah satu syarat agar sistem perizinan investasi OSS
berjalan dengan efisien adalah terintegrasinya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dalam
format digital. Oleh karena itu, penuntasan RDTR serta sinkronisasi program pemanfaatan
ruang pada kawasan-kawasan strategis menjadi prioritas.
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pulau kecil terluar dan terdepan, dan di kawasan rawan bencana, serta kebijakan afirmatif
peningkatan konektivitas daerah 3T dengan pusat-pusat pertumbuhan wilayah terdekat.

Selanjutnya, upaya pencapaian tujuan-tujuan pengembangan wilayah di atas perlu
antisipasi tantangan dan risiko yang bersifat eksternal maupun domestik (nasional dan
lokal). Isu-isu eksternal yang sudah diidentifikasi di subbab Tantangan dan Risiko
Perekonomian berupa risiko berkepanjangannya pandemi COVID-19 dan efek luka yang
ditimbulkannya pada perekonomian, instabilitas politik di Eropa (Rusia-Ukraina), kenaikan
harga energi di pasar global, dan transisi kebijakan energi di Cina pada tingkat lokal. Selain
itu, diperkirakan terdapat tantangan dan risiko peningkatan kesenjangan digital
antarwilayah, ketidaksesuaian antara sisi penawaran skill angkatan kerja dan kebutuhan
baru dunia usaha dalam pasar kerja pascapandemi, ketidaksiapan pelaku UMKM
mengadopsi standar baru kesehatan, instabilitas harga kebutuhan pokok, belum pulihnya
daya beli masyarakat, backlog pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur wilayah, serta
ketidaksiapan daerah mengantisipasi risiko bencana dan perubahan iklim.

Dengan memperhatikan capaian pembangunan wilayah pada Tabel 2.8 (Pembangunan
Wilayah Tahun 2021 dan 2022), tantangan dan risiko domestik serta eksternal, dan sasaran
pembangunan wilayah sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.14, secara khusus strategi
pengembangan wilayah dijabarkan ke dalam tujuh wilayah pembangunan berbasis wilayah
pulau atau kepulauan dengan memperhatikan karakter geografis, sosial, potensi unggulan
dan isu strategis wilayah, serta skala ekonomi pengembangan wilayah. Ketujuh wilayah
pembangunan tersebut adalah Wilayah Sumatera, Wilayah Jawa-Bali, Wilayah Nusa
Tenggara, Wilayah Kalimantan, Wilayah Sulawesi, Wilayah Maluku, dan Wilayah Papua.

Perbedaan kondisi alam, sosial budaya, ekonomi, dan infrastruktur di antara ketujuh wilayah
tersebut memerlukan penyesuaian-penyesuaian strategi pertumbuhan, pemerataan, dan
mitigasi bencana untuk masing-masing wilayah. Penyesuaian strategi pengembangan
wilayah di sini terutama didasarkan pada tingkat kesiapan masyarakat dan dunia usaha,
kapasitas pemerintah daerah, dan tingkat diversifikasi ekonomi di daerah. Sedangkan
penyesuaian strategi mitigasi bencana dilakukan dengan mempertimbangkan besaran risiko
bencana alam wilayah seperti ancaman gempa tektonik, tsunami, dan erupsi gunung berapi,
dan menekan risiko bencana akibat perbuatan manusia, seperti banjir, longsor, dan
kebakaran lahan, serta mengantisipasi risiko bencana nonalam seperti wabah penyakit
(pandemi).

2.3.2 Strategi Pengembangan Wilayah Sumatera

Pengembangan Wilayah Sumatera diarahkan untuk (1) memperkuat peran Sumatera sebagai
lumbung energi nasional dan lumbung pangan nasional dengan tetap menjaga kelestarian
lingkungan dan mitigasi serta adaptasi bencana; (2) memacu pertumbuhan sektor industri,
khususnya hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan, dan sektor pariwisata
pascapandemi COVID-19 melalui pengembangan kawasan strategis di Pulau Sumatera yang
berdaya saing internasional; (3) mempercepat pemerataan pembangunan wilayah pesisir
barat Sumatera dan daerah rawan bencana melalui pengembangan daerah 3T; dan (4)
mewujudkan Wilayah Sumatera menjadi pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan
internasional. Industrialisasi di Wilayah Sumatera bertumpu pada hilirisasi komoditas-
komoditas utama wilayah, antara lain kelapa sawit, karet, kopi, kelapa, kakao, tebu, serta
perikanan tangkap dan budi daya. Selama ini sebagian besar komoditas-komoditas tersebut
diekspor ke luar wilayah dalam bentuk bahan mentah sehingga potensi nilai tambah yang
cukup besar dari proses pengolahan menjadi produk turunan tidak dapat diperoleh. Strategi
percepatan pertumbuhan dan transformasi Wilayah Sumatera sebagai berikut

(1) mempercepat realisasi investasi dan beroperasinya KI dan KEK secara penuh melalui
optimalisasi paket-paket insentif fiskal dan nonfiskal terutama bagi KPBPB Sabang,
KPBPB Batam-Bintan-Karimun, KI/KEK Sei Mangkei, KI/KEK Galang Batang, KI Bintan
Aerospace, KI Sadai, KI Tenayan, KEK Arun Lhokseumawe, KEK Nongsa, dan KEK Batam
Aero Technic;
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mempercepat pengembangan kawasan pariwisata unggulan khususnya di DPP Danau
Toba dan sekitarnya, Destinasi Pariwisata Pengembangan Padang-Bukittinggi, Destinasi
Pariwisata Pengembangan Batam-Bintan, serta DPP Bangka Belitung/KEK Tanjung
Kelayang berbasis rencana induk pengembangan kawasan pariwisata terpadu;
memperkuat integrasi sistem transportasi wilayah multimoda (tol, kereta api, pelabuhan,
dan bandara) dengan pengembangan kawasan strategis;

merevitalisasi usaha-usaha pertanian, perkebunan, dan perikanan khususnya skala
usaha rakyat;

meningkatkan kapasitas, jangkauan, distribusi pelayanan dasar, dan sistem
transportasi serta kelayakhunian kota-kota termasuk WM Medan, WM Palembang, dan
kota-kota lainnya,;

meningkatkan kemudahan pelayanan perizinan investasi dan memperluas kerja sama
antardaerah dalam upaya peningkatan daya saing wilayah antara lain melalui forum
kerja sama regional Wilayah Sumatera dan kerja sama regional antarnegara Indonesia-
Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT);

meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertipikat hak atas
tanah;

meningkatkan kualitas dan ketersediaan SDM untuk mendukung pengembangan
kawasan pertumbuhan melalui pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK), sekolah
vokasi, pendidikan tinggi terapan, dan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi;
mempercepat proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang, baik Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) maupun RDTR sebagai acuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan
ruang, melalui pemberian bimbingan teknis kepada pemerintah daerah;
mengembangkan komoditas unggulan wilayah dengan berorientasi pada peningkatan
produktivitas dan/atau penguatan rantai pasok dengan industri pengolahnya.

Sementara itu, strategi pemerataan intrawilayah Sumatera sebagai berikut

(1)

(2)

3)

(4)

(5)

(6)

(7)
(8)

memastikan akses dan mutu layanan pendidikan (difokuskan pada pendidikan
menengah, kejuruan/vokasional, dan tinggi) dan layanan kesehatan (difokuskan pada
puskesmas dan klinik yang menjangkau langsung masyarakat);

memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas penerapan Standar Pelayanan
Minimal (SPM), khususnya pada bidang perumahan rakyat, pekerjaan umum, sosial,
serta penyediaan perumahan layak huni di kota-kota kecil;

mendorong percepatan pembangunan pada kawasan daerah tertinggal, perbatasan, dan
pulau-pulau terluar melalui peningkatan SPM dan perluasan jaringan listrik,
telekomunikasi, sarana prasarana mitigasi risiko bencana, serta infrastruktur dasar dan
konektivitas (bandara/jalur penerbangan perintis dan jalan lingkar) untuk memperkuat
keterkaitan dengan kota-kota terdekat;

mempercepat penuntasan jaringan transportasi pengumpan (feedery yang
menghubungkan kawasan tengah dan barat Pulau Sumatera dengan jaringan
infrastruktur utama Tol Trans Sumatera di pesisir timur;

memperkuat ekonomi lokal melalui pengembangan koperasi dan UMKM yang berbasis
ekosistem pariwisata;

meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan desa (aparatur,
kelembagaan, dan keuangan) melalui penyelarasan kualitas dan kuantitas Aparatur
Sipil Negara (ASN} dengan sektor unggulan kewilayahan Sumatera serta peningkatan
pendapatan daerah, kualitas belanja dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien,
produktif, dan akuntabel;

mengoptimalkan fungsi dan peran GWPP dalam memperkuat sinergi kebijakan pusat-
daerah, peningkatan daya saing, dan inovasi daerah;

mengoptimalkan pemanfaatan dana otonomi khusus Aceh berbasis kinerja dan
mempersiapkan exit strategy yang terukur dari dana otonomi khusus untuk mendorong
pertumbuhan provinsi dan perbaikan pelayanan publik sebagai upaya peningkatan
kesejahteraan rakyat.
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